BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No0.118,2010

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG

MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi
kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

. bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi
kewenangan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk melakukan koordinasi dan pengawasan
pelaksanaan tugas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil;

. bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Spil, perlu didukung sesua ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga menghasilkan kinerja yang
efektif dan efisien;
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Mengingat:

M enetapkan:

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
tentang Mangemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawal
Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah aa negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Penyidik adalah Pgabat Kepolisan Negara Republik Indonesia atau

Pejabat Pegawa Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan.
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Penyidik Pegawa Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawa Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinas dan pengawasan
Penyidik Polri.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Mangemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak
pidana oleh PPNS secara terencana, teroganisir, terkendali, dan
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara
struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak
pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.

Tindak Pidana adalah setigp perbuatan yang diancam hukuman sebagal
tindak pidana atau pelanggaran hukum bak yang disebut dalam KUHP
maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian
tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagal tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Saks adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang
didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.

Keterangan saks adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang
berupa keterangan dari saksi mengena suatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri, ialihat sendiri dan iaaami sendiri dengan menyebut alasan
dari pengetahuannyaitu.

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.118 4

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Petunjuk adalah perbuatan, kgadian aau keadaan yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya.

Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat
oleh pgabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat
atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas
tentang keterangannya itu.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena
hak atau kewagjiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang
berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa
pidana

Laporan Kgadian adalah Iaporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang
adanya suatu peristiwa yang diduga sebaga tindak pidana, baik yang
ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh
seseorang karena hak atau kewgjiban berdasarkan undang-undang.

Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah bebergpa saat
setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh
khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat
kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil
tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut
melakukan atau membantu melakukan tindak pidanaitu.

Tempat Kgadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat
dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain,
dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan
dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau
tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana
yang terjadi berdasarkan laporan kg adian.

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, keelasan,
dan keidentikan tersangka, saks ahli dan/atau barang bukti maupun tentang
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unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau
peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut
menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat
cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau
penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu
oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya,
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu
terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau
rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang
bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah
tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan
pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan
tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.

Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan
pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang
diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih
dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak
atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Administrasi  Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam
penatausahaan untuk melengkapi administras yang diperlukan dalam
proses penyidikan.

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan peraturan ini, melipuiti:

a

legalitas, yaitu setigp kebijakan dan proses penyidikan oleh PPNS dan
koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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kewgjiban, yaitu suatu keharusan PPNS untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dengan koordinas dan pengawasan oleh Penyidik Polri;

kebersamaan, yaitu penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS dan
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri dengan
melibatkan Atasan PPNS, maupun instansi terkait yang dilandas dengan
sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-
masing instans;

akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS dan
pelaksanaan koordinasi dan pengawasannya oleh Penyidik Polri;

profesional, yaitu mekanisme proses penyidikan olen PPNS serta
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan
teknis dan taktik penyidikan serta peraturan perundang-undangan;

proaktif, yaitu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinas dan
pengawasan oleh Penyidik Polri secara aktif;

menjunjung tinggi hak asas manusia, yaitu suatu sikap setiagp PPNS dan
Penyidik Polri wagib menghormati dan menjunjung tinggi hak asas
manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani;
efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan
dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang
akan dicapal dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan; dan
transparans, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara
jelas dan terbuka.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini yaitu:

a

b.

sebagal pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun
koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri; dan
terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional
antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam
menangani kasus tindak pidanadi lingkup tugas dan wewenangnya.

Pasd 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

a

b.

C.

pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
penyidikan; dan
koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.
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BAB Il
PENGAWASAN, PENGAMATAN,
PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN
Pasal 5

Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas
dasar:

a. hasil temuan dari petugas; dan/atau

b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat digukan secara tertulis
maupun lisan.

Terhadap |aporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.

Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan
dalam laporan kejadian.

Pasal 6

Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan
kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registras penerimaan laporan
kejadian.

Laporan kgadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berisikan
uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya
pelanggaran pidana

Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi
petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

Pasal 7

Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang
ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan
membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada
Penyidik Polri.
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Pasal 8

Dalam ha melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka tindakan yang
dilakukan terhadap TKP adalah:

a  pengamanan TKP;
b. penanganan TKP; dan
c. pengolahan TKP.

Pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas
PPNS masing-masing.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta
bantuan kepada Penyidik Polri.

BAB Il
PENYIDIKAN
Bagian Kesatu

Bentuk Kegiatan

Pasal 9

Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagal
berikut:

a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
pemanggilan;

penangkapan;

penahanan;

penggel edahan;

penyitaan;

pemeriksaan;

bantuan hukum;

SQ@ "0 o P o

penyelesaian berkas perkarg;
J.  pelimpahan perkara;
k. penghentian penyidikan;
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|. administras penyidikan; dan
m. pelimpahan penyidikan.

(2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.

(3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan
penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah
penyidikan.

(4) PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampa
vonis yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Rencana Penyidikan
Pasal 10
Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan:
a. sasaran penyidikan;
b. sumber dayayang dilibatkan;
cara bertindak;
waktu yang akan digunakan; dan
pengendalian penyidikan.

® o 0

Pasal 11

(1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebaga mana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a, meliputi penetapan:

a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
b. perbuatan pidana (kg ahatan atau pelanggaran);
C. unsur-unsur pasal yang akan ditergpkan; dan

d. alat bukti serta barang bukti.

(2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antaralain penyiapan:

a. tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetens, dan
Integritas,

b. saranadan prasarang;
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Cc. anggaran yang diperlukan; dan
d. kelengkapan piranti lunak.

(3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf ¢ meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9.

(4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d
ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.

(5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf e meliputi:

a. penyigpan administrasi penyidikan dengan sistim tata naskah;
b. penyiapan buku kontrol penyidikan olen PPNS yang berisi antaralain:
1. penyusunan jadwal dan materi supervis dan/atau asistens;

2. penyusunan  jadwal evaluas kegiatan perencanaan,
pengorganisasian dan pelaksanaan; dan

3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian
kasus.

Pasal 12

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibuat oleh
PPNS sebelum dilakukan kegiatan penyidikan, digukan kepada atasan PPNS
dalam rangka pengendalian perkara.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian
Pasal 13

(1) Daam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS diperlukan pengorganisasian
sumber daya yang meliputi:

a.  personel PPNS;

b. saranadan prasarang;

C. anggaran; dan

d.  peraturan maupun piranti lunak.

(2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh atasan PPNS berdasarkan hubungan dan tata
kerjaorganisas di lingkungan instans PPNS.
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Pasal 14

Untuk pelaksanaan pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berdasarkan hubungan dan tata cara kerja
organisas di lingkungan instans PPNS, dengan kriteria:

a.  mempunyai moral baik, integritas, dedikasi dan professional;
b. menyesuakan jumlah personil PPNS dengan beban tugas yang dihadapi;
c. mempunyai polakerjasamaantar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan;

d. membentuk team supervis atau asistensi yang dapat mengawas proses
penyidikan; dan

e. menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka.
Pasal 15

(1) Pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13
ayat (1) huruf adigolongkan sebagal berikut:

a. padakasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS;
b. padakasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS;
c. padakasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS; dan
d

pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang
beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS.
(2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuaikan dengan
Situas.
Pasal 16

Kriteria penentuan kasus yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf a, antaralain:

a. dilihat dari aspek saks, antaralain:

1. ada saks yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung
peristiwa yang terjadi;

2. tempat tinggal saks berada dalam satu kecamatan dengan kantor
PPNS; dan

3. saks korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
b. dilihat dari aspek bukti surat, antaralain:
1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
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2. mudah didapat; dan
3. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik;

b. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan para
saksl, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;

c. dilihat dari aspek ahli, dadam proses penyidikan tidak diperlukan
keterangan ahli;

d. dilihat dari aspek tersangka, antaralain:
tertangkap tangan;
menyerahkan diri;
keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
keterangan tersangka mudah didapat;
tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
sehat jasmani dan rohani;
e. dilihat dari aspek TKP, antaralain:
1. mudah dijangkau;

o a0k~ w0 DN PF

2. mash utuh; dan
3. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu;
f. dilihat dari aspek barang bukti, antaralain:
1. mudah didapat;
2. terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
3. mudah diamankan;
4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
5. tidak diperlukan pengangkutan dengan aat khusus; dan
6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;

g. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperlukan alat
khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;

h. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperlukan peranan lembaga
lain dalam proses penyidikan perkarayang ditangani.
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Pasal 17

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf b, antaralain:

a. dilihat dari aspek saksi, antaralain:

1. ada saks yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung
peristiwa yang terjadi;

2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor
PPNS;

3. saks korban perbuatan pidana; dan
4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
b. dilihat dari aspek bukti surat, antaralain:
1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
2. mudah didapat; dan
3. diperlukan dalam perkarayang disidik;
c. dilihat dari aspek petunjuk, antaralain:

1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para
saksl, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;

2. adabukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka;

d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang
disdik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli
tersediadi wilayah hukum penyidik;

e. dilihat dari aspek tersangka, antaralain:
1. tidak terganggu kesehatannya;
2. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
3. tidak merupakan bagian dari pelaku kg ahatan terorganisir; dan
4. tidak lebihdari 3 (tiga) orang;
f. dilihat dari aspek TKP, antaralain:
1. mudah dijangkau;
2. mash utuh;
3. diperlukan olah TKP dalam kasus tertentu; dan
4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP,
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g. dilihat dari aspek barang bukti, antaralain:
1. mudah didapat;
2. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
3. mudah diamankan;
4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
5. tidak diperlukan pengangkutan dengan aat khusus;
6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;

h. dilihat dari aspek aat khusus pendukung kepolisian, diperlukan peralatan
khusus kepolisian untuk mendukung proses penyidikan perkara yang
ditangani;

I. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain
dan mudah mendapatkannya dalam proses penyidikan perkara yang
ditangani.

Pasal 18

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf ¢, antaralain:

a. dilihat dari aspek saks, antaralain:

1. tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;

2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;

3. bukan merupakan sumber pertama;

4. berhubungan dengan lembagalain;

5. diperlukan penterjemah; dan

6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus;
b. dilihat dari aspek bukti surat, antaralain:

1. tersediasebagian dari bukti surat yang diperlukan;

2. sangat diperlukan; dan

3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat;

c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum
sesual antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti
yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka;
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d. dilihat dari aspek ahli, antaralain:

1.
2.

diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik;

e. dilihat dari aspek tersangka, antaralain:

1.
2.
3.
4

5.

belum diketahui identitasnya;
terganggu kesehatannya;
dilindungi kelompok tertentu;

memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur
dalam undang-undang; dan

lebih dari 4 (empat) orang;

f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:

o ok~ 0w DdhPRE

sulit dijangkauw/jauh dari kantor PPNS;

tidak utuh; dan

diperlukan pengolahan TKP,

diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP,
diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS;

g. dilihat dari aspek barang bukti, antaralain:

o DR

sulit didapat;

diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
diperlukan pengamanan khusus;

diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
diperlukan tempat khusus untuk pengamanan;

h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus
untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;

I. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain
dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 19

Kriteria penentuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf d, antaralain:
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a. dilihat dari aspek saks, antaralain:
1. keberadaan saks di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
kurang dari 2 (dua) orang;
tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
berhubungan dengan lembagalain;
diperlukan penterjemah yang disumpah;
diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
diperlukan pengamanan khusus; dan
saks sakit-sakitan.
b. dilihat dari aspek bukti surat, antaralain:

© N O 0 k~ 0D

1. sulit ditemukan;

2. sangat diperlukan;

3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
4. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat;

c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan
kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang
bukti yang ditemukan;

d. dilihat dari aspek ahli, antaralain:

1. sangat diperlukan; dan

2. harus didatangkan dari luar provins atau luar negeri;
e. dilihat dari aspek tersangka, antaralain:
belum diketahui identitasnya;
terganggu kesehatannya;
dilindungi kelompok tertentu;
lebih dari 4 (empat) orang;
dalam pemeriksaan, diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
dalam memeriksa, memerlukan izin khusus;
warganegara asing (WNA); dan

© N o ok~ WDNRF

melarikan diri ke luar negeri;
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dilihat dari aspek TKP, antara lain:

1. sulit dijangkau;

2. tidak utuh;

3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
dilihat dari aspek barang bukti, antaralain:

sulit didapat;

diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;

diperlukan pengamanan khusus;

diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan

o &~ w0 DR

diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
dilihat dari aspek alat khusus, antaralain:
1. sangat diperlukan;
2. peraatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
3. peraatan yang dibutuhkan tidak tersedia diwilayah hukum PPNS.
dilihat dari aspek peranan lembaga, antaralain:
1. peranan lembagalain mutlak diperlukan; dan
2. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.

Bagian Keempat
Pel aksanaan Penyidikan

Paragraf 1
Pengolahan TKP
Pasal 20

Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang
dilakukan oleh PPNS sebagai berikut:

a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka
dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
dan

b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang
bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis
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(2)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(1)
(2)

penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran
forensik, dan bidang ahli lainnya.

Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di
TKP.

Paragraf 2
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Pasal 21

Daam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melaui
Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP),
kecuali undang-undang menentukan lain.
SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
a. laporan kgadian;
b. surat perintah penyidikan; dan
C. beritaacarayang telah dibuat.
SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya,
diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat
pengantar dari Penyidik Polri.

Pasal 22
Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 21 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau
telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna
menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan
singkat mengena kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku
atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Pasal 23
Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, Penyidik Polri wajib
menyiagpkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih
dahulu dengan PPNS.
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Paragraf 3
Pemanggilan
Pasal 24

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan:

a
b.

(1)

surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;

dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani
oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;

penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh
PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;

surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3
(tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;

surat panggilan wajib diberi nomor sesua ketentuan registras instans
PPNS yang bersangkutan;

dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa aasan yang sah,
dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang
administrasinya dibuat oleh PPNS;

daam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta
bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan
secara bersama-sama serta dibuat berita acara;

Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelgjari
dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada
PPNS;

dalam ha yang dipanggil berdomisli di luar wilayah kerja PPNS,
pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah
hukum dengan yang dipanggil; dan

untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saks WNI yang berada di

luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan
negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Pasal 25

Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dibuat
secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh
PPNS.
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(2)

(1)
(2)

Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara
lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang
akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Paragraf 4
Penangkapan
Pasal 26
PPNS vyang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan,
pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
PPNS yang tidak mempunya kewenangan melakukan penangkapan,
meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagal berikut:

a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat
fungs Reserse Krimina (Reskrim) Polri setempat dengan
melampirkan laporan keadian dan laporan kemaguan penyidikan
perkara;

b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri
sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului
secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas
tersangka;

C. Surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
1) identitas tersangka;
2) uraian singkat kasus yang terjadi;
3) pasal yang dilanggar; dan
4) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;

d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan
PPNS selaku penyidik, apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka
surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan
PPNS;

e. apabilaPenyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan,
maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada
PPNS;

f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan
mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan
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g. administras penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh
Penyidik Polri.
Pasal 27

Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan
dalam bentuk Berita Acara.

Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata
tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas
dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa
hukumnya.

Paragraf 5
Penahanan
Pasal 28

PPNS vyang mempunyai kewenangan melakukan penahanan,
pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.

PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta
bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:

a. surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada pegabat fungs
Reskrim setempat dengan melampirkan laporan kegadian dan laporan
kemajuan penyidikan perkara;

b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri
sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului
secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas
tersangka;

C. surat permintaan bantuan penahanan memuat:
1. identitas tersangka;
2. uraian singkat kasus yang terjadi;
3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan;

d. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan PPNS
selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat
permintaan ditandatangani olen PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;

e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan,
maka Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada
PPNS;
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pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri;

PPNS dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu
penahanan;

dalam ha PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk
kepentingan penyidikan, mengaukan surat permintaan bantuan
perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7
(tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis; dan

administras  penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh
Penyidik Polri.

(3) Tersangkayang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan
dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai
berikut:

a

b.

penahanan dapat dibantar;

apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran
dan berita acaranya;

setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran
dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan
pembantaran dan berita acaranya;

dalam ha tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan
surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan

lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.
Paragraf 6
Penggeledahan
Pasal 29

(1) PPNS vyang mempunya kewenangan melakukan penggeledahan,
pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a

b.

surat permintaan izin penggeledahan kepada K etua Pengadilan Negeri
setempat dibuat olen PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;

sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua
Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada
Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;
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surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal
atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh
PPNS diketahui oleh atasan PPNS;

setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan
setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang
ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya
bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan
diketahui oleh atasannya; dan

dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan
penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna
memyperoleh persetujuan.

(2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan,
meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagal berikut:

a

surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada peabat
Reskrim Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kgadian dan
Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;

sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri
sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului
secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas
tersangka;

surat permintaan bantuan penggel edahan memuat antara lain:
1. sasaran penggeledahan;

2. uraian singkat kasus yang terjadi;

3. pasa yang dilanggar; dan

4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.

surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh atasan
PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat
permintaan ditandatangani olen PPNS diketahui oleh atasan PPNS;

Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan bantuan penggel edahan,
maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada
PPNS;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.118 24

dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri
dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan; dan

administras penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan, dibuat
oleh Penyidik Polri.

Paragraf 7
Penyitaan
Pasal 30

(1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaanya
sesual dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

(2)

a

surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri
setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;

sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua
Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada
Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;

surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan
PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS
diketahui oleh atasan PPNS;

setelah surat izin penyitaan dikeluarkan olen Ketua Pengadilan
setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang
ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya
bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan
diketahui oleh atasannya; dan

dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan
penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh
persetujuan.

Daam hal PPNS yang tidak mempunya kewenangan melakukan
penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim

Polri setempat dengan melampirkan laporan kegadian dan laporan
kemajuan penyidikan perkara;
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b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri
sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului
secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas
tersangka;

C. Surat permintaan bantuan penyitaan memuat antaralain:
1) sasaran penyitaan;
2) uraian singkat kasus yang terjadi;
3) pasal yang dilanggar; dan
4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.

d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan PPNS
selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat
permintaan ditandatangani olen PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;

e. dalam ha Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penyitaan
maka diberitahukan keputusannya kepada PPNS;

f.  pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri;

g. menyerahkan hasil penyitaan beserta administras penyidikannya
kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka
penyidikan lebih lanjut; dan

h. administras penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh
Penyidik Polri.

Paragraf 8
Pemeriksaan
Pasal 31

Daam ha mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyal
kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:

a saksi;

b. ahli; dan

c. tersangka.

Hasil pemeriksaan terhadap saks sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saks.

Hasi| pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
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(4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagamana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.

(5) Daam ha diperlukan pskologi pemeriksaan guna mendapatkan
keterangan dari saks dan/atau tersangka, PPNS menggukan permintaan
bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada
Penyidik Polri.

Pasal 32

(1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan
melalui bantuan teknis pemeriksaan:

a. laboratorium forensik; dan
b. identifikas.
(2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih
dahulu dengan Penyidik Polri.

(3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan
secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Pasal 33

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. laporan kegadian;
b. laporan kemajuan; dan

C. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan
penyegelan barang bukti.

Pasal 34

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagamana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. laporan kegadian;

b. laporan kemajuan;

C. berita acarapemeriksaan saksi/tersangka; dan
d

dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten
dan sidik jari pembanding.


http://www.djpp.depkumham.go.id

(1)

(2)

(1)
(2)
3)

(1)
(2)
3)

27 2010, No.118

Paragraf 9
Bantuan Hukum
Pasal 35

Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa
selaku tersangka, dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam
hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam ha tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun
atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunya penasihat hukum
sendiri, PPNS waib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk
memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Paragraf 10
Penyelesaian Berkas
Pasal 36

Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses
penyidikan.

Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume
yang telah ditentukan penulisannya.

Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun
sebagal berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

Paragraf 11
Penyerahan Perkara
Pasal 37

Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan
tanggung jawab suatu perkaradari Penyidik ke Penuntut Umum.

Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.

Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:

a.  tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan

b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah
berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.
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(1)

(2)
3)
(4)

Pasal 38

Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.

Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani
oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui atasan PPNS.

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum
dilaksanakan melalui Penyidik Polri.

Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penelitian bersama
dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada
Penuntut Umum.

(5) Apabila berkas perkara dikembalikan olen Penuntut umum, PPNS

(6)

melengkapi sesua petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya
dibantu oleh Penyidik Polri.

Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS wajib menyerahkan berkas
perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14
(empat belas) hari, sgjak diterimanya petunjuk sebagai mana dimaksud pada
ayat (5).

(7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak

(1)

(2)
3)

dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan
PPNS menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke
Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 39

Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dilaksanakan
setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU
(P21).

Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.

Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan
PPNS selaku penyidik.


http://www.djpp.depkumham.go.id

29 2010, No.118

(4) Daam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani

oleh PPNS dan diketahui atasan PPNS.

(5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

Paragraf 12
Penghentian Penyidikan
Pasal 40

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara
yang dilakukan apabila:

a

b.

C.

tidak terdapat cukup bukti;
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
dihentikan demi hukum, karena:

tersangka meninggal dunig;
tuntutan tindak pidanatelah kadaluarsa; dan/atau

tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 41

(1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 dilakukan langkah-langkah sebagal berikut:
a. gelar perkarayang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian

penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah
penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan
surat ketetgpan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh
PPNS;

dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat
perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan
diketahui oleh atasannya; dan

membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan
kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga
atau penasehat hukumnya.

(2) Daam ha penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-

peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
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a.  menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
c. melanjutkan kembali penyidikan.

Paragraf 13
Administrasi Penyidikan
Pasal 42

(1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan

untuk

menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan

berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagal berikut:
a. sampul berkas perkara;

b. is

© ©® N gk~ WDNPRE

el o el
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berkas perkara, meliputi;
resume;
laporan kg adian;
surat perintah tugas,
surat perintah penyidikan;
berita acarapemeriksaan TKP,
surat pemberitahuan dimulainya penyidikan olen PPNS;
surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
berita acara pemeriksaan tersangka;
berita acara konfrontas;

. berita acara penyumpahan saksi;
. Surat panggilan;
. surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS,

surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;

. Surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa

tersangkal/saksi;

. Surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saks oleh

Polri;
berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saks;
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berita acara serah terimatersangka/saksi dari polri kepada PPNS;
surat permintaan bantuan penangkapan;

surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
surat perintah penangkapan;

berita acara penangkapan;

surat penyerahan tersangka kepada PPNS;

berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;

surat perintah pelepasan tersangka;

berita acara pel epasan tersangka;

surat permintaan bantuan penahanan;

surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan;

surat perintah penahanan;

berita acara penahanan;

surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;

surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan
penahanan;

surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut
Umum;

surat perintah perpanjangan penahanan;
berita acara perpanjangan penahanan;,

surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga
tersangka;

surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;

surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan
kepada PPNS,

surat permintaaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua
Pengadilan Negeri;

surat perintah perpanjangan panahanan lanjutan;
berita acara perpanjangan penahanan lanj utan;
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43. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga
tersangka;

44. surat perintah pengeluaran penahanan;

45. berita acara pengeluaran penahanan;

46. surat perintah pembantaran penahanan;

47. berita acarapembantaran penahanan;

48. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
49. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
50. surat perintah penahanan lanjutan;

51. berita acara penahanan lanjutan;

52. surat permintaan izinfizin khusus penggeledahan kepada ketua
pengadilan;

53. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua
pengadilan;

54. surat perintah penggel edahan;

55. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
56. surat permintaan bantuan penggeledahan,

57. surat pemberitahuan permintaan bantuan penggel edahan;

58. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua
pengadilan;

59. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua
pengadilan;

60. surat perintah penyitaan;

61. berita acara penyitaan;

62. surat tanda penerimaan;

63. surat permintaan bantuan penyitaan;

64. surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;

65. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukii;
66. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
67. surat perintah pengembalian barang bukti;
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68. berita acara pengembalian barang bukti;

69. surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor;

70. surat hasil pemeriksaan labfor;

71. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
72. surat hasil pemeriksaan identifikasi;

73. surat perintah penghentian penyidikan;

74. surat ketetapan penghentian penyidikan;

75. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;

76. surat pengiriman berkas perkara PPNS;

77. surat pengiriman berkas perkara Polri;

78. tandaterima berkas perkara;

79. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;

80. berita acara serah terimatersangka dan barang bukti;
81. surat pelimpahan penyidikan;

82. berita acara pelimpahan penyidikan;

83. surat bantuan penyelidikan;

84. daftar saksi;

85. daftar tersangka;

86. daftar barang bukti; dan

87. daftar is berkas perkara.

(2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara
adalah:

a. surat perintah penyelidikan;
laporan hasil penyelidikan;
kartutik ke ahatan/pelanggaran;
kartu sidik jari; dan

foto tersangka (dalam 3 posis).

® oo o
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Pasal 43

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dicatat dalam
register yang terdiri dari:

a

SQ P oo o

- X T -

=~ 9 T o 5 3

laporan kejadian (B-1);

kejahatan/pelanggaran (B-2);

SPDP (B-3);

surat panggilan (B-4);

surat perintah penangkapan (B-5);

surat perintah penggeledahan (B-6);

surat perintah penyitaan (B-7);

surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-8);
penahanan (B-9);

berkas perkara (B-10);

penerimaan dan ekspedis berkas perkara dari PPNS (B-11);
ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12);

. barang bukti (B-13);

barang temuan (B-14);

pencarian orang dan barang (B-15);

permintaan visum et repertum (B-16);

permintaan/izin pemeriksaan (B-17); dan

pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).
Pasal 44

Penyelenggaraan administras penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a
b.
C.

menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
melaksanakan pendataan dan pencatatan secaratertib dan teratur;

melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan
teratur; dan

dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk
kepentingan itu.
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Pasal 45

Format administrasi penyidikan tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dengan peraturan ini.

(1)

(2)
3)
(4)

(1)
(2)

Paragraf 14
Pelimpahan Penyidikan
Pasal 46

Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan
apabila

a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah
hukum PPNS;

b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat
melakukan penyidikan; dan

C. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana
tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan
merupakan kewenangan Penyidik Polri.

Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan
dengan surat pelimpahan.

Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pel aksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.
Bagian Kelima
Pengendalian
Paragraf 1
Pengendalian Penyidikan
Pasal 47

Pengendalian  penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan,
pengorganisasian dan pel aksanaan.

Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh:

a. atasan PPNS; dan
b. Penyidik Polri selaku koordinas dan pengawasan penyidikan.
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Paragraf 2
Atasan PPNS
Pasal 48

Atasan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a,
memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secararinci dan
jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun
sedang melakukan penyidikan.

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 49

Atasan PPNS dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat
berkoordinasi dengan berbagal pihak bak internal maupun eksternal untuk
kelancaran proses penyidikan.

Pelaksanaan koordinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.

Pasal 50

Atasan PPNS menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan
secara profesional.

Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan:

a. koordinas dengan pihak atau instansi terkait; dan
b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS.
Paragraf 3
Penyidik Polri Selaku
Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan
Pasal 51

Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana
dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kerja sama
antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan
penyidikan tindak pidana

Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagamana dimaksud pada ayat (1),
diimplementas kan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:

a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
b. bantuan teknis penyidikan;
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c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secarailmiah; dan

d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan,
penggel edahan, dan penyitaan.

Pasal 52

Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Krimina
Nasional, PPNS berkewgiban melaporkan hasil penyidikannya kepada
Penyidik Polri.

BAB IV
ANGGARAN
Pasal 53

(1) Segalabiayayang timbul dalam rangka pelaksanaan penyidikan olen PPNS
dibebankan kepada anggaran instans PPNS sesuai dengan tugas, fungs
dan kewenangannya masing-masing.

(2) Daam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik
Polri terhadap PPNS berupa bantuan penyidikan, dibebankan kepada
anggaran Polri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasa 54
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 24 Februari 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI,
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 24 Februari 2010
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REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR


http://www.djpp.depkumham.go.id

39 2010, No.118

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
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DAFTAR ISI LAMPIRAN

A. SAMPUL BERKAS PERKARA.

B. ISI BERKAS PERKARA.
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BERITA ACARA PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA PPNS

SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA

BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA

SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN
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SURAT PERINTAH PENAHANAN

BERITA ACARA PENAHANAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA

SURAT PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN

SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA JPU

SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE KELUARGA TERSANGKA
SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA POLRI

SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KPD PPNS
SURAT PERMINTAAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KPD KETUA PENGADILAN
NEGERI

SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PANAHANAN LANJUTAN

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KPD KELUARGA TERSANGKA
SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN

BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN

SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN

BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN

SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN

BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN

SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA KETUA PENGADILAN
SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA KETUA PENGADILAN
SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL / TEMPAT-TEMPAT TERTUTUP LAINNYA
SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN
LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN
SURAT PERINTAH PENYITAAN
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78.
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BERITA ACARA PENYITAAN

SURAT TANDA PENERIMAAN

SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN
SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI
BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI
SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABFOR

SURAT HASIL PEMERIKSAAN LABFOR

SURAT PERMINTAAN N BANTUAN PEMERIKSAAN IDENT

SURAT HASIL PEMERIKSAAN IDENT

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PPNS

SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA POLRI

TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

SURAT BANTUAN PENYELIDIKAN

DAFTAR SAKSI

DAFTAR TERSANGKA

DAFTAR BARANG BUKTI

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

C. BUKU REGISTER

> w0 e

REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

REGISTER KEJAHATAN/PELANGGARAN (B-2)

REGISTER SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)
REGISTER SURAT PANGGILAN (B-4)
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REGISTER SURAT PERINTAH PENANGKAPAN (B-5)

REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-6)

REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-7)

REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS (B-8)
REGISTER PENAHANAN (B-9)

REGISTER BERKAS PERKARA (B-10)

REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA DARI PPNS (B-11)
REGISTER EKSPEDISI BERKAS PERKARA, PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (B-12)
REGISTER BARANG BUKTI (B-13)

REGISTER BARANG TEMUAN (B-14)

REGISTER PENCARIAN ORANG DAN BARANG (B-15)

REGISTER PERMINTAAN VISUM ET REVERTUM (B-16)

REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-17)

REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-18)


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.118 44

A. FORMAT SAMPUL BERKAS PERKARA

“PRO JUSTITIA”
SAMPUL BERKAS PERKARA
Nomor : BP/ [....1200.../ ............
Kejadian perkara pidana tanggal.............ccccoevvveeiiiinnnnn Qi
DilapOrkan taANGUAL ... .. .. vvriveiee e e e e e
Uraian singkat perkara pidana yang terjadi ............covrvrriiiieien i s e

MElaNGQar PASAl . .......ciii ittt

Nama, nama kecil, aljas, jenis kelamin, Tanggal

No. tempat dan tgl. Lahir / umur, agama,
Laporan kewarganegaraan, tempat tinggal, Keterangan
Kejadian pekerjaan, sudah pernah dihukum Ditahan Dikeluarkan
berapa kali

Pernah Dihukum

Jakarta, ......oovvvviiiii

Mengetahui : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
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B. ISI BERKAS PERKARA.

1. FORMAT RESUME

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
RESUME
l. DASAR:
1. Laporan Kejadian. : LK/...........ccooiviiie e, Janggal ..o,
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. SIDIK /..........cooviiiiiiiininnnn. tanggal ...
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/ ..............cccc.eeeee. ,tanggal .............. 2009.
Il. PERKARA:
1.
2.
. FAKTA - FAKTA :
1. Penanganan TKP
2. Pemanggilan
3. Penangkapan
4, Penahanan
5. Pengeledahan
6.  Penyitaan
7. Keterangan Saksi :
a  Nama :© , Laki-laki, Lahir di ............ tanggal
................ ,Pekerjaan ............... Agama ...............,
Kewarganegaraan .............. ,Alamat Tinggal : ..........cocvvee.

Menerangkan :

1)  Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

2)  Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para
tersangka.

3)  BANWA ...
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4)  Bahwa .....ccocoovviiiiiiiiiiie e, dan dalam memberikan keterangan sama sekali
tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil
kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

8. Keterangan Tersangka :

a.  Nama :© , Laki-laki, Lahir di ............ tanggal
.................... , Pekerjaan ............, Agama ...............,
Kewarganegaraan ................ ,Alamat Tinggal : ....................

Menerangkan :

1)  Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2)  Bahwa saat diperiksa tidak memiliki Penasehat Hukum dan tidak mampu, oleh

Penyidik ditunjuk ....... (o ) orang Penasehat Hukum dari Biro Bantuan
Hukum.......ccoooeninnn, masing-masing  bernama = ... dan
3) Bahwa
4)  Bahwa .....cccocovviiiiiiiiiiiie e, dan dalam memberikan keterangan sama sekali

tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil
kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

9. Barang Bukti :

Barang butki sementara yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini adalah sebagai
berikut :

a.  Dokumen/ surat- surat Disita dari TKP tanggal...................... berupa :

b.  Benda-benda Disita dari Tersangka / Saksi berupa :

e.  Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik ............... dengan Berita ............c.cceeeen.
V. PEMBAHASAN :
A.  Analisa Kasus

B.  Analisa Yuridis

V. KESIMPULAN :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,
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2. FORMAT LAPORAN KEJADIAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
LAPORAN KEJADIAN

NOmOr : LK....oovvviiviiiiie i

PELAPOR :

1. Nama e e

2. Tempat/ tanggal lahir PP TP PRI PRTPPTRPR

3. Umur / Jenis Kelamin D e Tahun , Laki-laki / perempuan.

4, AGAMA

d. KeWArganegaraan = e

6. Pekerjaan PP TP PRI PRTPPTRPR

7. Alamat PP TP PRI PRTPPTRPR

8.  Telp/HP/Fax /E-mailL PP TP PRI PRTPPTRPR

PERISTIWA YANG

DILAPORKAN

L. Waktu Kejadian Hari............... tanggal.......ooovvveeennn, tahun .......... ,jam

2. Tempat Kejadian PP TP PRI PRTPPTRPR

3. ApaYang Terjadi L et e oo bbb erer s
................... melanggar Pasal ................. Undang-undang No. : .........
Tahun ... IBNTANG ..o

4, Pelaku / Tersangka co Namaeee. , Tempat/Tgl. Lahir : ............. , Jenis Kelamin ; .......... .
Agama: ....... , Kewarganegaraan : ................. , Pekerjaan : ......... , Alamat
Tempat Tinggal : .............. Telp/HP/Fax/E-malil : ...............

5. Modus Operandi PP S OSSO P PO SO PP PP PPTPPO

6. Saksi-saksi PP TP PRI PRTPPTRPR

7. Barang Bukii PP TP PRI PRTPPTRPR

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

TINDAKAN YANG DIAMBIL

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di ............ pada

tanggal .....ccooovvvvrirennnn. Bulan ..o, Tahun ..o,

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI ............. Pelapor
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3. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
NOMOT & o
Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang .............. , maka perlu
mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar : 1. Pasal6ayat(1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. Pasal..... Undang-undang Nomor : ......... Tahun........... tentang ........cocoeeeee. ,
3. Laporan Kejadian NOMOT & ..o tanggal .........ccevn.e
DIPERINTAHKAN
Kepada 1. Nama
Pangkat/Gol/Nip
Jabatan
2. Nama
Pangkat/Gol/Nip
Jabatan
3. Nama
Pangkat/Gol/Nip
Jabatan PO P PP UPPPP RPN
Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana dibidang .................. Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ...... Undang-undang Nomor : ... Tahun ...... tentang .........
2. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada
kesempatan pertama Kepada ...........oovvneneinnnines e
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Selesal.

Dikeluarkan di : ooeeeeeeeeee e
pada tangaal e s eeerees

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang menerima Perintah,
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4, FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOT & e

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas ........ , maka perlu mengeluarkan
Surat Perintah Tugas.

Dasar oL Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. Pasal ........c....... Undang-undang Nomor : ......... Tahun........... tentang;
B bR e

Kepada c L Nama e £ e
PaNGKA/NID & et e
Jabatan
2. Nama e — e h b e e e et e et e b
PaNGKa/NID & oo s
Jabatan
3. Nama
PaNGKA/NID & e e
Jabatan
Untuk c L MelakSanakan tUGAS ...........vuveviriiiiie et

2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal  ....................... sampai dengan
selesali.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan
hasilnya

Selesail.

Dikeluarkan di & ...ccooveveecieceeeeee e,
padatanggal ...,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Yang menerima Tugas,
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5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP
------- Pada hariini ...... tanggal .... ( ......... ) bulan ........... tahun 2000 ....., Pukul : .... Wib, Saya : ------

Pangkat .............. Nip. .................., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di
atas, bersama-sama dengan :

1. Nama: ..........cocceveeeeennnn Pangkat/Gol : ... NID. e, Jabatan :

2. Nama: ..........cocceeererennnn Pangkat/Gol : ... NID. e, Jabatan :

3. Nama: ..........cocceveeeeennnn Pangkat/Gol : ... NID. e, Jabatan :
Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan :

1. Laporan Kejadian NOMOX : .........cccoeevvvvvirinerenne taNgGal ..o

/2SSOSR SRRSO

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa (rumah tinggal / tempat - tempat
tertutup lainnya / tempat terbuka) ...........ccccoeeeeee. Qi Jalan ...
Untuk melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.

2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.

3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan
Barang Bukti.

4, Mengambil dan membawa Barang Buki.

5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui / tidak disetujui oleh pemilik / penghuni rumah :

Nama TP
Tempat/Tgl. Lahir TSSOSO P T TP PP TP PTPPPTPPPRPPPTON
Kewarganegaraan T TSSOSO PP PPOT PR
Agama TP
Pekerjaan TSSO P TP PP PSP TTPPPTPPPPPPPPON
Alamat TSSO P TP PP PSP TTPPPTPPPPPPPPON

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama TP P TP PTRUPTRPPPRTIN
Pekerjaan TSSO TO T PP TP PT PP PPPPRPPTTRPO
Alamat ettt et R eA e E R R E bR AR R R AR R Rt ettt n e e r e

2. Nama TSP ST ST PTT TP PTPRPPPPR
Pekerjaan ST T TP TP PT P OTPPPTPPPRTON

Alamat ettt teeeeeaeeeareeeereeeneeatteeeeeeeteeateaatenaeeenrttaneeeteeareeateeenteaaeennreeneeanreeanes
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----------- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah
jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..............c.c...... pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun
2000 ...........

Pemilik / Penghuni Rumah Yang Memeriksa TKP
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NP
Saksi-saksi :
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6. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH PPNS

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl e Jakarta, .......cooeeevveiinn,

PRO JUSTITIA

Nomor e

Klasifikasi TSRS

Lampiran SOOI

Perihal . Pemberitahuan dimulainya

penyidikan A.n. ......oco........ Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN ............

Melalui
KEPALA KEPOLISIAN ................
di

1. Dasar Penyidikan :

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
b. Undang-undang Nomor : ........ Tahun............ tentang .......cooeeveeieiiiie

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ............tanggal ................. Tahun 2000........... telah
dimulai penyidikan tindak pidana ............ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........ Undang-Undang
No. .. Tahun ...... tentang ........cceeeiene atas nama tersangka :

Nama s
Tempat/Tgl. Lahir PSSPV PE P PP PP PPPR PR
Jenis kelamin OSSOSO TS T TP PSP PP POPPPPRR
Kewarganegaraan TSSOSO POV PPPP TP
Agama s
Pekerjaan TSSOSO T TP PP PP PPPPPOPPPPRP
Alamat Tinggal SO PE OSSP T TP P PP PP PPPOR PR

3. Berikut dilampirkan surat-surat Administrasi Penyidikan :

a. Laporan Kejadian;

b. Surat Perintah Tugas;

C. Surat Perintah Penyidikan;

d. Laporan Kemajuan. (bila ada pengembangan dari kasus sebelumnya)

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI ...... PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
.............. NIP o NIP. e

Tembusan :



http://www.djpp.depkumham.go.id

53 2010, No.118

7.  FORMAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH POLRI

Jakarta,.........cooeeviiiieiiinnnn,

Klasifikasi U TTSSRRTRN
Lampiran s
Perihal . Pemberitahuan ~ dimulainya
penyidikan A.n. tersangka ........ Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN ...............
di

1. Rujukan :

a. Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya ;
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

c. Surat Dirjen/Dir/Ka ...... (Dept./Inst) Nomor : ...... tanggal ...... perihal pemberitahuan dimulainya
penyidikan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan / diteruskan surat pemberitahuan
dimulainya penyidikan dari PPNS ............ Nomor : .......... tanggal ..o perihal Pemberitahuan
dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana ............. sebagaimana dimaksud Pasal ...... Undang-
undang Nomor ...... Tahun.......... tentang .......... yang diduga telah dilakukan oleh Tersangka :

Nama s
Tempat/Tgl LANI &b
Jenis kelamin TSSOSO TP T TP PSP PPPPPOPPPPRR
KEWAIGANEGATAAN  : ..coueeeeeeiireireeire ettt
Agama s
Pekerjaan TSP ETSTS TS T TP PSP PPPPPOPP PR
Alamat Tinggal SO TP PP PP PP PPPOT PR

berikut dilampirkan surat - surat administrasi penyidikan :

a. Laporan Kejadian NOMOr : ........ooovviveernniicnee e tanggal .......ccccevvevennnne. ;
b. Surat Perintah Penyidikan NOMOX : .........ccccoovevevveniiiicnnnns tanggal .....cooovvveriieeene, ;
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ..................... tanggal ............

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN ...ocovvvvveeeee e
Selaku Penyidik
T MU AN & e reteataertane et eaneaanesnneaneesnes
............................ NID. oo,
L o P
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8. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
( Saksi/Ahli)

------- Pada hariini,............., tanggal .............c.occeeveeveeenn... 2000 .o, pukul s L WD, SEYE D -ommeeeeeee
Pangkat .............c...... NP Jabatan Penyidik pada kantor .......................... tersebut diatas,
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Sidik/............ [.....12004/............. tanggal............... 2004,

telah melakukan pemeriksaan seorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama :-

Lahirdi..........ccoeee 20 Nopember 1955, Agama ........................ , Pekerjaan .................oo... , Kewarganegaraan
.................. SUKU ..vvvvvreeereeennnn, Alamat tempat tinggal .oveeveeee e

------- la didengar keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara Tindak Pidana .................. Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal .................ccccceeeee.. Sehubungan  dengan Laporan Kejadian Nomor
LK/........ l......[12004/......... ,tanggal ....................2004.

------- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai
berikut :

PERTANYAAN : JAWABAN :
1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?
--------------- 1. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat.

2. Saudara pada hari ini saudara diperiksa sebagai SAKSI AHLI dalam perkara ....., apakah saudara bersedia
dan apat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki ? -----------
--------------- 2. Ya, saya bersedia.

3. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara. ---------

--------------- 3. Ya, saya bersedia.
------------------ a. Riwayat pendidikan :
- SD....Tahun .....;
SMP ... Tahun .....;
SMA ... Tahun ....:

Fak. Kedokteran ...... Tahun ....;
b. Riwayat pekerjaan :
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5.

--------------- 5,

6.

--------------- 6.

7.

--------------- 7.

8. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? --------------==-------

............... 8. Tidak ada.

--------------- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun.

10.  Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar ? -

............. 10. Ya, benar.

------- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang
diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk
menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Yang diperiksa

------- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian
ditutup dan ditandatanganidi .................... pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Penyidik Pegaai Negeri Sipil
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9. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Tersangka)

------- Pada hariini,............., tanggal .............c.occeeveeeeeennn.. 2000 .o, pukul ;L WD, SEYE D -omeeeeeeee
Pangkat .................... NP Jabatan Penyidik pada kantor ...................... tersebut diatas,
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor ; Sprin
Sidik/............ l......12004/............. tanggal..........coovviiiiiiiiiin 2004, telah melakukan pemeriksaan seorang saksi
yang belum saya kenal, mengaku bernama e
Lahir di ooveeveeeeene 20 Nopember 1955, Agama ..., , Pekerjaan ....................... ,
Kewarganegaraan........................ SUKU....ovviriieiee e, , Alamat tempat tinggal ................co oo vvvee R

------- la didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana .............ccccoeeninnnns,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal..............cccccooviviiiiiniinninnnn, sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor :
LK/........ [......[12004]............ tanggal ..................2004.

------- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai
berikut :

PERTANYAAN : JAWABAN :
1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?
--------------- 1. Ya, pada hari ini saya sehat.
2. Saudara pada hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ......... di......... pada tanggal ......... ,

Apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini ?

--------------- 2. Ya, sayabersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini. -----------

3. Apakah saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum untuk mendampingi saudara dalam
pemeriksaan ini ?

--------------- 3. Dalam pemeriksaan ini akan saya tidak didampingi penasehat hukum dan akan saya hadapi
------------------ sendiri.
4, Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara pidana ?

............... 4. Tidak pernah.
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5. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia menceritakan riwayat hidup saudara ?

--------------- 5. Saya dilahirkan di ..... pada tanggal ....... , ayah saya bernama ...... bekerja sebagai ..... , ibu

------------------ saya bernama ....... bekerja sebagai ......, riwayat pendidikan saya SD ... Tahun ...., SMP ....
Tahun ...., SMA ..... Tahun .... Dan pekerjaan saya adalah ....-----

PSPPSR PPPPRSPPPT

--------------- 6.

PP UPPPR PPN

--------------- 7.

8. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? ---------------=-------

--------------- 8. Tidak ada.

9 Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ? ------

--------------- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun.

10.  Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar ? -

............. 10. Ya, benar.

------- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang
diperiksa membenarkan semua keterangan yang diberikan, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa
membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Yang diperiksa
------- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian
ditutup dan ditandatanganidi .................... pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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10. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KONFRONTASI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(KONFRONTASI)

---------- Pada hariini, .............tanggal ....... bulan................ 2000 ......, pukul: ............Wib, saya ; ----------------
Pangkat ............... NID. oo , bersama- sama dengan :
Pangkat .......... NIP. covvieee , masing-masing Jabatan Penyidik Pegawai Negeri sipil pada kantor tersebut diatas,
telah melakukan pemeriksaan Konfrontasi secara langsung terhadap 2 (dua) orang tersangka dalam perkara tindak
pidana ............... , Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... dan sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/ ......
I tanggal  ............ masing-masing  mengaku  bernama

1LA.... 0110 PP

2.B........ 0110 PP

PERTANYAAN : JAWABAN :

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang
dipertanyakan dengan benar dan jujur, jelaskan ?

_____________ la. -~ Ya, saya dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan
.............. dengan benar dan jujur.

_____________ 1b. -~ Ya, saya dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan
.............. dengan benar dan jujur.

2. Apakah saudara-saudara sudah saling kenal satu sama lain ?



http://www.djpp.depkumham.go.id

59 2010, No.118

3. Apakah saudara-saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara
Pemeriksaan masing-masing ?

............ 3a. Masih tetap.

............ 3b. Masih tetap.

5. Apakah keterangan yang telah saudara-saudara berikan tersebut diatas sudah dengan sebenar-benarnya ? -

------------ 5a. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan.
------------ 5b. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan.

6.  Adakah keterangan lainnya lagi yang akan ditambahkan yang sehubungan dengan Pemeriksaan konfrontasi

ini ?
............ 6a. Tidak ada lagi.
............ 6b. Tidak ada lagi.

------- Setelah Berita Acara Konfrontasi ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan
yang diperiksa masing-masing menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut
di atas, untuk menguatkannya masing-masing membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. --------------------

Yang diperiksa,
L o, bin.......ooeeve...
2. i, bin.......ooeven...

------- Demikian Berita Acara Konfrontasi ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatanganidi ................. pada tanggal ......... bulan ................ 2000 .....coonnen.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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11. FORMAT BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI

Wib.

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI / AHLI *)
------- Pada hariini ............ Tanggal ........ (.................) bulan ................ tahun 2000 ........., jam: .............
Bertempat di ..........cocovveviiiiii i , Saya:
Nama TP PPPRTRPIR
Pangkat/NIP. e e e et e
Jabatan e
Kesatuan TP URPTTPPPTTPIRR
Agama PPN
Telah mengambil sumpah seorang Saksi / AHLI *) :
Nama TP PPPRTRPIR
Tempat Lahir e e e e e
Tanggal Lahir e e e et e s
Jenis Kelamin e
Kewarganegaraan P PP P PP PP TR TTPPPPPION
Agama PPN
Pekerjaan e e e et e
Tempat Tinggal e e e e e e
Sesuai dengan Agama ............... yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh :
1. Nama TP PPRTRPRTT
Pangkat TP P TP PP TPPPPR
Jabatan e e 1 L1 e
Agama e e e
2. Nama TP UT PP PP TP
Pangkat TP P TP PP TPPPPR
Jabatan e e 1 L1 e
Agama e e e

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat 2 KUHAP, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang

sebenar-benarnya dalam perkara Tersangka ............ccoocvveennn telah bersumpah :
--------- Dengan mengucapkan lafal sebagai berikut :
DEMI AN .o —————— 5
--------- Selesai mengucapkan lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini beserta 2

(dua) orang saksi tersebut diatas .

Saksi — saksi Yang bersumpah
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------- Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi / AHLI *) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatanganidi .................. pada hari ......... tanggal ......... bulan ............
tahun 2000 .........

Yang mengambil sumpah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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PENJELASAN
SUMPAH/JANJI SAKSI/AHLI

Dalam hal Penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Saksi perlu diambil sumpah / janjinya karena memenuhi,

dipersiapkan :

a. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/janji dilaksanakan pada prinsipnya di kantor Penyidik, kecuali dalam hal-hal
tertentu dapat dilakukan ditempat lain.

b. Sebelum pengambilan sumpah/janji dilakukan terlebin dahulu ditanyakan agama saksi dan kesediannya untuk
diambil sumpahnya.

c. Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ada / memuat pemberitahuan bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam
pemeriksaan di Pengadilan.

d. Naskah sumpah/janiji dan kelengkapan lainnya sesuai dengan agama Saksi antara lain :
1) Untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al-Qur'an.
2) Untuk yang beragama Khatolik dan Protestan disediakan Kitab Suci.
3) Untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci Weda.
4) Untuk yang beragama Budha disediakan Kitab Suci Pancaran Bahagia.

e. Menyediakan orang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah/janii.

f.  Sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah atau janji yang

harus diikuti oleh yang diambil sumpah sebagai berikut :

A. SAKS|:
1. Untuk yang beragama ISLAM

“ Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah / akan)* memberikan keterangan yang
sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang
sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”

2. Untuk yang beragama KHATOLIK

“ Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)*
menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya
berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan.”

3. Untuk yang beragama PROTESTAN

“ Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)*
menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya
berduta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya.”

4. Untuk yang beragama HINDU DHARMA

“ Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi, telah / akan)* memberikan
keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan
yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”

5. Untuk yang beragama BUDHA

“ Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)* memberikan
keterangan yang sebenarnya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini,
maka saya bersedia menerima karma yang buruk.”
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6. Untuk yang memeluk Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME.

“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya, telah / akan)* memberikan keterangan yang
sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang
sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya.”

B. SAKSIAHLI:
1. Untuk yang beragama ISLAM

“ Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli telah / akan)* memberikan keterangan menurut
pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak
memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”

2. Untuk yang beragama KHATOLIK

“ Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)*
memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang
sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan.”

3. Untuk yang beragama PROTESTAN

“ Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)*
memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang
sebaik-baiknya. Jika saya berduta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong
saya.”

4. Untuk yang beragama HINDU DHARMA

“ Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan
keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya.
Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan.”

5. Untuk yang beragama BUDHA

“ Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan
keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika
saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima
karma yang buruk.”

6. Untuk yang memeluk Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME.

“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan
keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya .
Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa
memberikan kutukan kepada saya.”

Dibuat Berita acara Pengambilan sumpah/Janiji Saksi, ditanda tangani oleh Penyidik, yang disumpah dan para saksi
pengambilan sumpah (Rokhaniawan dan Saksi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan :
Saksi dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak mengucapkan sumpah/janji kecuali Hakim menganggap perlu.

\akarta, ......oooveeeei e,
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12.  FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN
NOMOL & e,

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak

pidana di bidang.................... , perlu  memanggil seseorang untuk didengar
keterangannya.
Dasar 1. Pasal 7ayat (1) hurufg, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan
pasal 113 KUHAP;
2. Pasal ... Undang-undang No : . ...... Tahun . ...... tentang ......coooeoeeeniinnnn ,
3. Laporan Kejadian NOmor : ..........ccc.c.e..... tanggal ... ;
Surat Perintah Penyidikan Nomor : ............ccccc..... tanggal .....ccoveveverevririiiinn,

MEMANGGIL

Nama
Tempat/Tgl LaNir & s
Jenis Kelamin ;
KEWArganEgaraan . .......ccccoeereeurernierniesniesisssee s sssssssnsans
Agama )
Pekerjaan PSP ST PP TSP PPTTPPRPOON
Alamat tinggal
Untuk . Menghadap kepada ............... di kantor ............ kamar nomor ..................
JIn. o, Har ,tanggal ... pukul L Wib
untuk didengar keterangannya sebagai Saksi/Tersangka)* dalam perkara tindak
pidana ........................... Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Undang-
undang Nomor : ...... Tahun......... tentang ...
Mengetahui, Jakarta, .....cccoeervnrernnnnn,
KEPALA INSTANSI ......c..cc.... PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
NIP. oo NIP. oo

Tembusan :
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Pada hariini .................... tanggal ..........ccoeceeeeeeieeeennnnnn. 1 (Satu) lembar dari surat Panggilan ini
telah diterima oleh

Yang Menerima, Yang Menyerahkan

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil
menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada ...................
TANDA TANGAN
NO HARI TANGGAL PUKUL YANG PENYIDIK

DIPERIKSA
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13. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI OLEH PPNS

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI
NOMOT : SP.BAWA/ ... ..ovvvviiiriiv e
Pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ....... untuk
dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa
Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk
itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar 1. Pasal 7ayat(2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP;
2. Surat Panggilan NOmOT : ......ccoueenieninesneseeeeee e tanggal ..o ;
3. Surat Panggilan ke-2 NOmor : .........ccovvnnenniinirnenenns Jtanggal ..o ;
DIPERINTAHKAN
Kepada 1. Nama:....... Pangka/Gol : ........... Nip s Jabatan : ...,
2. Nama: ... Pangkat/Gol : .......... Nip s Jabatan : ...,
3. Nama: ... Pangkat/Gol : .......... Nip & s Jabatan : ...,
Untuk 1. Membawa Tersangka / Saksi :
Nama TSP TP P PP PPPTIO
Tempat/Tgl. Lahir SO S PSSP PP PP PP OTPTPPPPPTRTRTPON
Jenis kelamin TSSOSO PRRPT PRSPPI
Kewarganegaraan ettt ettt
Agama PP T TR TTTPR T
Pekerjaan SO P PP PSSP PO PPTRTRPRPO
Alamat tempat tiNggal & oo
Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di
bidang .......... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....... Undang-undang No. .......
Tahun ....... tentang ....oooevvvvveerrr e :
2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa
Tersangka / Saksi.
Selesai
Dikeluarkan di: .....cccocoevveivrerirrevecece e
padatanggal : ...,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang Menerima Perintah
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FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jlo e Jakarta, ......ooveeeiii i
Klasifikasi PR
Lampiran TP
[ : Permintaan bantuan membawa
tersangka/sakSiAN....veveeeene.. Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN .......ccocvvviiiiiiiiane,
di
UDe o
Dasar
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP ;
b. Pasal ........... Undang-undang Nomor : ............ Tahun .......... tentang .......oceevrienens ;
C. Laporan Kejadian NOMOT & ...c.ccvveeiriciniieceneieenees tanggal .....ccooovvvvierniiiiinn,

Sehubungan dengan perihal tesebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka bahwa telah dipanggil secara
sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap
Tersangka / Saksi :

Nama PO PSP PP PP TPPROO

Tempat/Tgl. Lahir OSSP P PP PP PP OTOTTTPPPTPTRPPPOON

Jenis kelamin TSSOSO PPN

Kewarganegaraan OO RPSORORO

Agama s

Pekerjaan ST PP PP PSP OTRTPTPPTPTPTRPPPON

Alamat Tinggal SO PE TSP PP PP PP OTRPTTPPTPTPTRPOPON

dalam perkara tindak pldana di bidang .. . sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-
undang Nomor : .. Tahun .. tentang

Untuk kepentlngan pemenksaan dalam rangka penyldlkan tlndak pldana tersebut dlmlnta kepada Ka untuk
membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi)* tersebut
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil ................ Departemen/Instansi/Badan).

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

a. Surat Perintah Penyidikan;
b. Laporan Kemajuan;
C. Surat Panggilan pertama;

d. Surat Panggilan kedua (ke-2).
Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Mengetahui, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPALA INSTANSI .....
NIP. oo NIP. oo

Tembusan :
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15.  FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TSK/SAKSI

S
.;-. Fite .
KEPOLISIAN ..o, Jakarta,.......ccoeeeeeiii e
NO. POl
Klasifikasi @i
Lampiran s
Perihal : Pemberitahuan bantuan
membawa tersangka/saksi. Kepada
Yth. KEPALA INSTANSI .............
di
UD: oo,
1. Rujukan Surat Dir/Ka ..... (Dept. Inst) Nomor : ..... tanggal ..., perihal Permohonan Bantuan
Membawa.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah

Tembusan :

mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka / saksi
atas nama :

Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama

Pekerjaan

Alamat Tinggal

dalam perkara tindak pidana di bidang ......... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......
Undang-undang Nomor ....... Tahun ....... TENEANG cvovvvc e

dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan membawa tersangka / saksi.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku Penyidik
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16. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN ME NGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI OLEH POLRI

KEPOLISIAN .................

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA / SAKSI

No. Pol : SP.Bawa/ ..

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan peny|d|kan tmdak pidana di bidang ....... yang
ditangani PPNS ...... untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa
membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah,
untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 107 dan Pasal
112 ayat (2) KUHAP;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indone3|a
3. Surat Panggilan NOmMOr : ......ccovrvienrennesreieeeeenne Jtanggal .o
4. Surat Panggilan ke-2 NOmOr : ... Jtanggal .o ;
5. Surat Direktur/Ka ............. (pada Dept/Inst) NOMOT : ..covevvieerrireinesieieieieeee e :
tanggal .......... , perihal bantuan membawa Tersangka/Saksi atas nama ................
DIPERINTAHKAN
Kepada 1. Nama:....... Pangkat : .......... NIp e Jabatan : ..o
2. Nama: ... Pangkat : .......... NP e Jabatan : ..o
3. Nama: ... Pangkat : .......... NIp e Jabatan : ..o
Untuk : 1. Membawa/menghadapkan Tersangka / Saksi :
Nama TSSO PSP PT PP UTPPPP
Tempat/Tgl. Lahir SO PSSP T PP PP PP PTOTPRPTRTRTRPOTN
Jenis kelamin OO TSSO PTPTOOPOPPRPT
Kewarganegaraan TSSOSO
Agama s
Pekerjaan SO S TSP PE PO PP PTOPPPPTRTRTRPOON
Alamat tempat tiNGQAl & o e
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil ......cc.c....... (pada Dept/inst) untuk didengar
keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidang ............
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Undang-undang NO. ...ccccovvvviiincnn,
Tahun ....ccoevvvee TENTANG v s :
2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa
Tersangka / Saksi.
Selesai
Dikeluarkan di: .....cccocoeeveivrrrirrevccesr e
padatanggal : ...,
KEPALA KEPOLISIAN ......ccoooviiiricrericrenns
Yang Menerima Perintah Selaku Penyidik
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17.  FORMAT BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

KEPOLISIAN ...ovvvvieiiiiiiiiiiiiiiieeenn

PRO JUSTITIA
BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

----------- Pada hariini ...... tanggal ..... ( ..........) bulan ........... tahun 2000 ........, Pukul : .................. Wib,
Saya
Pangkat ......... NIp. oo, , Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----
1. Nama: ......cccoeeeen. Pangkat: ........Nrp.:..........oc.eew Jabatan s
2. Nama: .......ccccoen. Pangkat: ........Nrp.:......ocooennnn Jabatan s
3. Nama: ......cccoeeen. Pangkat: ........Nrp.:..........oc.eewew Jabatan s

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan :

1. Surat Direktur / Ka .......cccooueene. (pada Dept/inst) Nomor : ..............., tanggal ............
perihal Permohonan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi atas nama ...........c...oooevnnne.
2. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No. Pol.: SP.Bawal.......... ,tanggal ...
Telah membawa dan menghadapkan seorang Tersangka / Saksi :
Nama PP TTUPTTPEPPPTT
Tempat/Tgl. Lahir T PPV P PR PPTPPURPPRR
Jenis Kelamin .
Kewarganegaraan
Agama e e e
Pekerjaan T PPV RTPRTPPTRUPRR
Alamat S P TTRPTTR
Kepada PPNS ... (pada Dept/Inst) untuk diambil keterangannya sebagai Tersangka/Saksi oleh
Penyidik dalam perkara tindak pidana di bidang ................. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..............
Undang-undang Nomor : ......... Tahun ............. tentang ........coccvvnes
Adapun jalannya pelaksanaan Membawa Tersangka / Saksi adalah sebagai berikut :
----------- Setelah Penyidik menunjukan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan serta menjelaskan

maksud dan tujuannya, kemudian Tersangka/Saksi dari rumahnya/tempat tinggalnya di JI.
dengan diketahui keluarganya atas nama ................... untuk dibawa ke kantor
viveernn.... dan dibuatkan Berita Acara Membawa Tersangka / Saksi, selanjutnya Tersangka /

Saksi diserahkan kepada PPNS ..............cccce..e untuk dilakuan Pemeriksaan dengan dibuatkan Berita
Acara Serah Terima Membawa Tersangka / Saksi.
------------ Demikianlah Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka / Saksi ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .............cc....... pada
tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000 .................

Yang Dibawa Yang Membawa

Tersangka / Saksi Penyidik
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18.  FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA/SAKSI DARI POLRI KPD PPNS

KEPOLISIAN .......ocvvvivivienn.

PRO JUSTITIA
BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA / SAKSI
------------- Pada hariini.............. Tanggal ....... (...............) bulan ............... tahun2000 ............,
Pukul: ............. Wib. Saya:
Pangkat ... Nrp................ , Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : ----------------------
1. Surat Direktur / Ka ......cccoeveee. (pada Dept/inst) Nomor : ..........., tanggal ...............
perihal Permohonan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi atas nama............cc.cccovveenen. :
2. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/ ............ ,tanggal ............. ;
3. Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi tanggal ..... An. Tersangka/Saksi ..........c.......;
Telah melakukan penyerahan Tersangka/Saksi atas nama :
Nama RO PPPRTRPR
Tempat/Tgl. Lahir PRSP RP RSP
Jenis Kelamin USSP
Kewarganegaraan e e oo ettt et eeteeeee e e e et et te et e et e R Rt e e e an e e
Agama e e oo ettt et eeteeeee e e e et et te et e et e R Rt e e e an e e
Pekerjaan PRSP PTR
Alamat PR UPPRSTPPRI
Kepada :
Nama OSSP
Pangkat/Nip. e NID. et
Jabatan : Penyidik Pegawai Negefi Sipil ...........ccoveinnennn (pada Dept/Inst).
Serah terima dilakukan di kantor ..................... dengan disaksikan :
1. Nama e e et et e e e e e rn e e e s
Pekerjaan e e e e e e e e e
2. Nama S TP PP PPP PPN
Pekerjaan e e e et £ E e e e
------------ Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..............ceceee.. pada tanggal dan bulan tersebut di
atas tahun 2000............
Yang Menerima Yang Menyerahkan
PPNS ..., Penyidik / Penyidik Pembantu
................... NIP. oo ceveierennennnenenes NTPeeiiiii

Saksi-Saksi :
e D,
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19. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jl s Jakarta,
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Permintaan bantuan
penangkapan. Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN ..................
di
UD. s
1 Dasar
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1)
KUHAP;
b. Pasal ........ Undang-undang Nomor : ... Tahun ... tentang .........cccccoeveriiiiiiniiennnen,
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa terhadap Tersangka :
Sehubungan dengan perihal tesebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa untuk kepentingan
pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama :
Nama TSP ST P PSP P P PPPP
Tempat/Tgl. Lahir TSP PSSP P PP PTPT PP
Jenis kelamin ettt R R R R e 1T b bR b bR R bR Rt
Kewarganegaraan TSP SRS PT PP PPTRPPP
Agama e s
Pekerjaan OSSP P TSP SRS PT PP PPSPTPTRTRPO
Alamat Tinggal TSP E TSP ST TP PP PPPPTPTPTPPO
Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang
.. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....... Undang-undang Nomor : ..... Tahun ... tentang
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :
a. Laporan Kejadian NOMOT ©.......coooiviiiiriiiieiiiie e tanggal.........cooeeveiviiinnn, ;
b Surat Perintah Penyidikan Nomor :. ctanggal ;
C. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyldlkan Nomor ...................... tanggal ..........ccoo.e. ;
d Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor : Ltanggal .
4, Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.
Mengetahui, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KEPALA INSTANSI ...............

Tembusan :
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20. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

Jakarta, .......oooeeeiiiieeeiis

No. Pol e
Klasifikasi TSR
Lampiran e
Perihal : Pemberitahuan bantuan

penangkapan. Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI ...........
di
UPeooiiieiiiiiien,
1. Rujukan Surat Dir/Ka .......... (pada Dept/Inst) Nomor : ........cc.c.... tanggal ...... perihal

Permintaan Bantuan Penangkapan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah
mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka atas nama

NBM A e —————————————————————————————————————
Tempat/Tgl. Lahir OSSP P PP PP PP OTOTTTPPPTPTRPPPOON
Jenis Kelamin et R R R R et bbb b bbb et
Kewarganegaraan OO OO PPTR TP
Agama e
Pekerjaan TSP PP ST P PSP STRTPPTPPTRTPO
Alamat Tinggal TSP PE PP PP TP OTRTTTPPTPTPTRPPPOON
dalam perkara tindak pidana di bidang ........... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...........
Undang-undang Nomor ............... Tahun .......cc.c...... TeNtANG ..o

dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan penangkapan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN .......ccoooveireririnnnn.
Selaku Penyidik

Tembusan ;
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21. FORMAT SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

KEPOLISIAN ....oooeveeieiieiee e

PRO JUSTITIA

Pertimbangan

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
Nomor : SPKAP /...,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang

yang ditangani PPNS .......... , perlu dilakukan tindakan hukum berupa

penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka
perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

1.

>

=

Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 11, Pasal
16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 107 ayat
(1) KUHAP;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Laporan Kejadian NOMOX & .......cccocevvvvveiiinieinniennenen, taNQQAL
Surat Perintah Tugas No. Pol. © .....cccooveivviiiiinne, tANGGAL e ;
Surat PPNS........ccoovriiinn NOMOT oo , tanggal.............. , perihal
Permintaan Bantuan Penangkapan.

DIPERINTAHKAN
Nama
PangKat/NID & e
Jabatan
Nama
PangKat/NID & e ——

Jabatan
Melakukan penangkapan terhadap :

Nama PP
Tempat/Tgl. Lahir e e
Jenis kelamin e e
KEWArganggaraan | .ooocieiiieieieie et st e
Agama PP
Pekerjaan e e

Alamat Tinggal e e


http://www.djpp.depkumham.go.id

Selesail.

75 2010, No.118

Yang berdasarkan bukti permulaan cukup diduga keras telah melakukan tindak

pidana di bidang .............. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....... Undang-
undang Nomor ......... Tahun ......... Tentang .......oeevvevivivninnnns
/2. Surat ...
36
Surat perintah ini berlaku dari tanggal ...................... sampai dengan selesai.

Setelah melaksanakan surat perintah ini agar pada kesempatan pertama segera
membuat Berita Acara Penangkapan.

Dikeluarkan di: ............ccccvvveee.
padatanggal .........cccciiiinn

KEPALA KEPOLISIAN. .....ccccoviririiennnn.
Selaku Penyidik



http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.118 76

22. FORMAT BERITA ACARA PENANGKAPAN

KEPOLISIAN ..o
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENANGKAPAN
------- Pada hariini ... Tanggal .....(.......) bulan ........ tahun 2000 ......., pukul: .......Wib. Saya ; ---------------------
Pangkat ............. NP , Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : ---------
1. Nama e e e e
Pangkat/Nrp e e e bttt er e e e
Jabatan e e e et
2. Nama e e e e e
Pangkat/Nrp PP TP UPPPTPTTRPRTOTON
Jabatan e e e e
3. Nama e e e e e
Pangkat/Nrp e e bbb
Jabatan e e e s

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan :

1. Surat Direktur .............oo.... NOMOY & e e Jtanggal o ,
perihal Permintaan Bantuan Penangkapan.
2. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/..........cccccuninn , tanggal .o

Telah melakukan penangkapan terhadap seseorang mengaku :

Nama TSP ST P PSP P P PPPP
TeMPAYTGL LANIT T ettt

Jenis Kelamin OSSOSO PRPRTPTTTI
Kewarganegaraan T TSSO ST OP TP O PPTPT
Agama TP
Pekerjaan T PP PSP PP PP PT P PP
Alamat TSSOSO PO

Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka dalam tindak pidana
..................... yang terjadi pada tanggal ...............di ............... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............
Undang-undang Nomor : ......... Tahun ......... L1 L4 R

Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut :

................................................................................................... (Uraikan dengan memenuhi unsur 7 KAH).

---------- Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani di ........................ pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000........... -

Tersangka, Penyidik,
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23.  FORMAT SURAT PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA PPNS

Jalan ..o Jakarta, .....c..oeevveeiviiinnnn,
No.Pol. s
Klasifikasi s
Lampiran s
Perihal : Penyerahan tersangka
atas nama ................... Kepada
Yth. KEPALA INSTANSI ...........
di
UD. s
1. Rujukan :
a. Surat Dirjen / Dir / Ka ............. (Dept./Inst). Nomor : ........ tanggal ..........
perihal Permintaan Bantuan Penangkapan.
b. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.KAP/ .......... ,tanggal ................
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diserahkan ..................... (
............. ) orang tersangka atas nama :
Nama PO P TP P PP PP PPOO
Tempat /Tgl. Lahir TSP TP PSP PSP OTRTTTPPTPTPTPPOPOON
Jenis Kelamin OSSOSO
Kewarganegaraan SO S P PP P P PR RTTPPTRTPPPOPOON
Agama e
Pekerjaan TSP PP ST P PSP STRTPPTPPTRTPO
Alamat tinggal TSP PE PP PP TP OTRTTTPPTPTPTRPPPOON
untuk dilakukan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana di bidang ...
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........ Undang-undang Nomor ..... Tahun ..........
ENTANG oo =

3. Berikut dilampirkan administrasi penyidikannya sebagai kelengkapan Berkas Perkara
antara lain :

a. Surat Perintah Penangkapan;
b. Berita Acara Penangkapan;
C. Tanda Terima tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga
tersangka.
4, Demikian untuk menjadi maklum.
KEPALA KEPOLISIAN ......ccccoeiviieriinnen,
Selaku Penyidik
Tembusan: s
............................ NP o
1o,
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24. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA

KEPOLISIAN .....ocoovivierieinns
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA

------- Pada hariini ...... Tanggal .......( ...........) bulan ......... tahun 2000 ......, Pukul : ....... Wib, Saya: --
Pangkat ............... [ o T , Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : -------

1. Surat Direktur / Ka ............ (Dept./Ins.) NOMOr oo , tanggal ..o,

perihal Permintaan Bantuan Penangkapan .
2. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.KAP./ .....cc.cccccouvvnne. , tanggal ...... ----=-=--e-----

Telah melakukan Penangkapan terhadap tersangka atas nama :

Nama TP
Tempat / Tgl. Lahir TSSOSO TP PP PP PP PPPOT
Jenis Kelamin TS E PSP T PP T PP PSP PPPPPPPTO
Kewarganegaraan TSSOSO PP
Agama TSP
Pekerjaan ST TSP TP TS PP PP PPPPR R
Alamat tinggal TSSO PE PSP PO PP PPPRPOO

Diserahkan Kepada :

Nama s

Pangkat/Nip. e NID. coereeeerrere e

Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil .........cccovvvivniniennn.

Kesatuan s (pada Departemen / Instansi).
Untuk dilakukan pemeriksaan dalam perkara pidana dibidang ................. sebagaimana dimaksud dalam Pasal
............ Undang-undang Nomor : ........ Tahun........... tentang .....
Serah terima dilakukan di kantor ..............cccceveeee. disaksikan :

a. Nama TSP PP

Pekerjaan TSSO T TP PE TP PP PSP
b. Nama TSSO TO T PP TP PT PP PPPPRPPTTRPO

Pekerjaan TSSO T TP PE TP PP PSP
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----------- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah
jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di ........cc.cccecevrrnnns pada tanggal dan bulan tersebut di atas
tahun 2000...........
Yang Menerima Yang Menyerahkan
PPNS ..o Penyidik Polri
................... [} o SUOPRPPRPRORIRR || o FPTROON

Saksi-Saksi :

e D,
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25.  FORMAT SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA
1[0 2 (0] SRR

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seseorang tersangka yang telah
ditangkap, ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ternyata
tidak cukup bukti atau tindak pidana tersebut tidak termasuk yang dapat ditahan sesuai
ketentuan undang-undang, maka perlu dibuatkan Surat Perintah.

Dasar 1. Laporan Kejadian NOMOr & .....cccooovvviiiniiiin e ,tangoal ...

2. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.KAP/ ................ , tanggal ............
3. Surat Kepala Kepolisian .......... NO. Pol.: .o tanggal .......cccovvene.
Perihal Penyerahan Tersangka atas Nama .............cccoevvveverinnnens
DIPERINTAHKAN

Kepada 1. Nama
Pangkat/Nip

Jabatan

2. Nama
Pangkat/Nip

Jabatan

Untuk 1. Melepaskan seorang tersangka :

Nama
Tempat/tgl. Lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan TP TP PP PRPPRPPPPP
Alamat Tinggal e ——————————— s
yang diterima dari Kepolisian ........... tanggal ........ , pukul : ........... Wib.
2. Yang bersangkutan dilepaskan karena :
a. Tidak cukup bukti atau ;
b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau ;
C. Penyidikan dihentikan demi hukum karena ...........ccccocovvivverreninnnen. ;
d. Tindak pidana tidak termasuk dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.

3. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama segera
membuat Berita Acara Pelepasan.

Dikeluarkan di
Pada Tangoal .....oooevveieiieiiiiieceierraeneans
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan :
Penyidik Polri. V] o
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Pada hariini ..........ccccceeneee. tanggal ......covvvieiniien, Pukul .....covvriiinn Wib. Satu lembar Surat Perintah
Pelepasan tersangka ini diserahkan kepada tersangka / keluarganya.

Yang Menerima, Yang Menyerahkan
Tersangka / Keluarganya
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26. FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA
----------- Pada hariini ........ Tanggal ..... bulan ................ Tahun ........., pukul : .......Wib, Saya: ------

Pangkat ..............Nip......................., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut
di atas bersama-sama dengan :

1. Nama
Pangkat/Nip
Jabatan

2. Nama
Pangkat/Nip
Jabatan

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/ ........cc..ccccovunnen. tanggal .....cocoeevrevrrririiinnn,

2. Surat Kepala Kepolisian ........ NO. POl & o, tanggal .....cccooeviiieiinnns :
perihal Penyerahan atas Nama TErSANGKA ..........ccoeerrririernieere e

3. Berita Acara Serah Terima Tersangka atas Nnama ............c.cocevevenes tanggal .....ccoovvvivennns

Telah melepaskan seorang Tersangka :

Nama et e e R e £ e e e e e EE e e e e e e e e s
Tempat/Tgl. Lahir P TPV PR PU R OTPPTRT
Jenis Kelamin OO OPR PR
Kewarganegaraan
Agama PP
Pekerjaan e b h R £ e £ e R e e e e e e
Alamat PR
Dalam perkara tindak pidana dibidang ...........c.ccccceve.e. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........... Undang-
Undang Nomor : ...........c...... Tahun .............. teNtang .....ccocevveerce

Uraian singkat jalannya pelepasan tangkapan adalah sebagai berikut :

------------ Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa terhadap perkaranya ........................ (tidak cukup bukti
| peristiwa tersebut bukan tindak pidana / peristiwa dihentikan penyidikannya demi hukum / tersangka
kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan
pemeriksaan)* oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ..................ccvveeee.....(pada Departemen / Instansi)
dan menjelaskan kepada Tersangka untuk bersedia datang bila diperlukan keterangannya, setelah PPNS dan
Tersangka menandatangani Berita Acara ini kemudian tersangka dikembalikan kepada keluarganya. ------------
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------- Demikianlah Berita Acara Pelepasan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah

jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ...................... padatanggal ......(..........) bulan .............
Tahun 2000 ..............
Tersangka Penyidik Pegawai Negeri Sipil
NIDoo

)* Alasan pelepasan pilih salah satu.
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27. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jh Jakarta, .......cooceeieiiiiinnnn,

Nomor

Klasifikasi

Lampiran

Perihal : Permintaan bantuan

penahanan.
Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN ..................
di

UDP. oo

1 Dasar
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
C. Pasal ............ Undang-Undang Nomor : ........... tahun .............. tentang........cocoevveene

2. Dari hasil pemeriksaan tersangka diperoleh bukti yang cukup bahwa tersangka diduga telah
melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan.

3. Karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan
atau mengulangi tindak pidana, diminta bantuan Ka untuk melakukan penahanan terhadap tersangka
atas nama :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat Tinggal
Dalam perkara tindak pidana ....................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............
Undang-undang NOMOr : .......cccoeeverviininirine e tahun...........Tentang. ......coeevevvvvicnnnnns

4, Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

a. Laporan Kejadian NOmOr : .........cceevinnnneieessiciesnns tanggal ......cccoevevvveriennnn, ;
b Surat Perintah Penyidikan NOMOX : .........ccccoovveivniicnnns tanggal .....coooveverieeeene ;
C. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NOmor: .............ccce.... tanggal ............. ;
d Laporan Kemajuan NOmMOr : .......cccvvneeerniircnnneieneseennes tanggal .......coeereveininns
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5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.
KEPALA KEPOLISIAN ......ccooovrvirirninnn.
Selaku Penyidik
Tembusan: s
............................ NP oo
i T
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28. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN
KEPOLISIAN
JAIAN. oo, Jakarta,.........cooeeiiiiiieninns
NO. POl i,
KIaSIfiKasi : ......vevverreeerirnecieeieeinninnne,
Lampiran ...,
Perihal  : Pemberitahuan permintaan
bantuan penahanan. Kepada
Yth. KEPALA INSTANSI ................
di
UDe o,
1. Rujukan surat Dir / Ka ......ccccccvvene. (pada Dept/Inst) NOMOr : ..coocevvevririvcrrens , tfanggal ..o ,
perihal permintaan bantuan penahanan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari
surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka atas nama :
Nama USSR
TeMPALTOL LANIE & oot ettt et s st s st s e nns
Jenis Kelamin ST U ST
KEWAIGANBIAIAAN  © ..ooerieeeeisieee ettt et ettt et e b et bbb b bbb bbbt bbbt
Agama et etetetee ettt et AR e s R R R R R E R A e £ e e e e eE A1 R R AR R R R R es R e AR R R R E bttt e
Pekerjaan ST U ST
Alamat Tinggal PP
dalam perkara tindak pidana di bidang ........... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-
Undang Nomor............. tahun .............. :
dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan penahanan
3. (Apabila permintaan disetujui) penahanan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai
tanggal ..o, s/ dtanggal ......... , menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara
.............. Jalan ..........
4, Demikian untuk menjadi maklum.

1.
2.

Tembusan :

KEPALA KEPOLISIAN .........ccovvevenn.
Selaku Penyidik

Kesatuan atas Polri.
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29. FORMAT SURAT PERINTAH PENAHANAN

PRO JUSTITIA

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pemberian bantuan penahanan kepada PPNS yang  berdasarkan hasil
pemeriksaannya terhadap tersangka telah diperoleh bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan dan
dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak
pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 107 ayat (1)
KUHAP;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Surat Direktur / Ka ............. (pada Dept/Inst) NOMOr : ......ccovvvvrererrienenes ,tanggal ................ perihal
permintaan bantuan penahanan atas Nama Tersangka ..........co.ovvvrerrrrerenireenreeseinenns

DIPERINTAHKAN

Kepada 1. NaMa: oo Pangkat : ........cccevnene. T oA Jabatan...........ccceenenen,
2. NaMa: .o Pangkat : ........cccevenes T oI Jabatan..........ccceeeeenenne
3. NaMa : .o Pangkat : ........cccevrnes T oI Jabatan..........c.cceenenen,
Untuk : 1. Melakukan penahanan terhadap Tersangka :
Nama e et e e et e r et arrr s
Tempat/Tgl Lahir & o
Jenis Kelamin e e e e e e e e e ettt raaa
KEWArganNBJaraaAl | ..ecccveeiieeeiiieeeiiieeeei it e e ite e e ire e e e b e ae e e e e e
Agama e e e
Pekerjaan e e e s
Alamat Tinggal e e e e s
yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang
................................ sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......................... Undang-Undang
Nomor .............. tahun ........ccveveeee. LT 01 o RS R ;
2. Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Negara...........ccccocoennne. di jalan ......... untuk
selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal ............... S.d. tanggal ....o.coovvvverererinne,
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.
Selesal.
Dikeluarkan di: .....coveveveviieee e
padatanggal : ...,
KEPALA KEPOLISIAN ....o.oeeeieieeeeeeeiens

Register Kejahatan/

Pelanggaran TNO

Register Tahanan :NO......cccoovvvies e,
Rumus SidikJar @ .o NIP. o,
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30. FORMAT BERITA ACARA PENAHANAN

KEPOLISIAN .....oveeeireereireireinnns
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENAHANAN

----------- Pada hariini ............... Tanggal .......... bulan ................. tahun 2000 ............, pukul : ............. Wib. Saya : ---------------
Pangkat ........cccovuveerennee NP, oot , Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :

1. NAMA: oo, Pangkat : ......c.cccvrrrenns T Jabatan selaku Penyidik.--

2. NAMA: oo, Pangkat : ........cccovrrenns T Jabatan selaku Penyidik.--

3. NAMA: oo, Pangkat : ........ccccvrrenns T Jabatan selaku Penyidik.--

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

----------- Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP.HAN/ ...........c.ccccovo.e tanggal ......ocoeevos AN Tersangka ....eeeveevcrievenrannns

Telah melakukan Penahanan terhadap tersangka :

Nama ettt et r R R R R R R e R £ e S e ee e e R R R R R E e E ettt ee R R R bt et et et e
Tempat/Tgl. Lahir et E e h R R R AR R Rt
Jenis Kelamin ST
Kewarganegaraan RS REEEEeREeeneereeres
Agama TR RURT O
Pekerjaan e R R R AR R e
Alamat Tinggal O TR
Berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana dibidang..................... sebagaimana dimaksud dalam
Pasal.......... Undang-undang No. ........ tahun ............. tentang .......ooceereeereerennns
Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara.................. il untuk selama 20 (dua puluh) hari
terhitung mulai tanggal ........cccoocvvvrrennns sampai dengan tanggal .......c.coceverreerirnennns
----------- Adapun jalannya pelaksanaan penahanan adalah sebagai berikut :

Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka sebelum dimasukan kedalam ruang tahanan dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani.

----------- Demikianlah Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di............ccoveene. padatanggal ... tahun 2000 ..........cveee.

Tersangka Penyidik
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31. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA

KEPOLISIAN
Jalan ..o, =111
NO. POl i e
KISIfIKASI & ©.v.voveeveecieirireeee v
LamPpiran © .o.veeevceeeese e
Perihal  : Pemberitahuan penahanan kepada
keluarga tersangka ............cecoeuneee. Kepada
Yth. Saudara/i.....comeiniecinennens
Jalan ..o
di
1. Bersama ini diberitahukan bahwa keluarga/suamifistri /anak/adik/kakak/ ......... saudara, atas nama :
Nama TP PSP PP PPRPRRPRR
TempPatTQl LANIT & e
Jenis Kelamin SO
KEWAIJANEJAIAAN  ...ovvieiiisiesiene sttt et ss st s sttt s
Agama PSPPI
Pekerjaan TSSOSO ST PP PSP TP PT TP PP PP
Alamat OSSOSO UP PR
telah dilakukan penahanan atas permintaan PPNS ....... Ditien / Badan / instansi ......, dengan alasan
karena dari hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup sebagai tersangka dan diduga keras telah
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang No. .... Tahun .......
tentang ....... .
2. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara ............ s selama 20 (dua puluh) hari
terhitung mulai pada hari ....... tanggal ......... sampai dengan hari ...... tanggal .....
3. Bersama ini pula terlampir Surat Perintah Penahanan atas nama tersangka ...........c.cccevvveeesnnnnnnns

4. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN ....o.vvvrerrernerernceniens
Selaku Penyidik

Tembusan: s
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32. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jh Jakarta, .......coceeiiiiiiinnnnn,
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Permintaan bantuan
perpanjangan penahanan.
Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN ..................
di
UDe o
1 Dasar
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesig;
C. Pasal ............ Undang-undang Nomor : ........... Tahun .............. tentang..........coceveee.
d Surat Direktur / Ka ............. (pada Dept/Inst) NOMOr : .....coovvvvvvvrvnircnines , tanggal ... perihal
permintaan bantuan penahanan atas nama Tersangka ............coo.oemernerensrennenens
2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama :
Nama ;
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan PP TP PRTPRPPPO
Alamat Tinggal PP TP PRTPRPPPO
akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpenjangan penahanan guna
penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana ................. sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ............ Undang-undang No. ........ Tahun ..... tentang........coovveeninnnens
3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan
selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ......
4. Penahanan terhadap tersangka dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara ............. jalan .............
5. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
a. Laporan Kejadian NOomor ............ccco.... tanggal ... ;
b Surat Perintah Penyidikan Nomor .................. tanggal .......ccovvvvriieeine, ;
C. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor ........... tanggal ............. ;
d Laporan Kemajuan Nomor :..........ccccveveeenen. tanggal .....cocovvviiiriinen
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6.  Demikian untuk menjadi maklum dan mohon khabar hasilnya.

KEPALA KEPOLISIAN .....cocvviiiecnicie e,
Selaku Penyidik
Tembusan:
..................... NI, o
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33.  FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN

NE: 16 11 H
NO. POl e
KIGSIfKASI : .v.vvveveveceereiivseeenenirisesesenen,
Lampiran ..o
Perihal : Pemberitahuan permintaan
perpanjangan penahanan. Kepada
Yth. KEPALA INSTANSI ..............
di
UDe oo,
1. Rujukan surat Dir / Ka .......cccvene. (pada Dept/Inst) NOMOr : ......coovvvevrrnirerereinnns , tanggal ..o ,

perihal permintaan bantuan perpanjangan penahanan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat
permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka atas nama :

Nama TP TSP T ST PPPTRTPPPP
Tempat/Tgl. Lahir ST PE PO PP PTOPPPPTRTPTRPOON

Jenis Kelamin TSSOSO
KEWArQANEQAraan  : ...ccccueeeereeesereieseissesessesesse s st sssssss st s st s st ssssessssesessnes

Agama e s

Pekerjaan TSP T PP PSP PP PR PPPTRTRTRPO

Alamat ST OT PP

dalam perkara tindak pidana di bidang ........... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-
undang Nomor............. Tahun .............. :

dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan perpanjangan penahanan

3. (Apabila permintaan disetujui) perpanjangan penahanan dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari
terhitung mulai tanggal ....... s/dtanggal ... , menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara
............... Jalan ..............

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN .........ccovvvnenn.
Selaku Penyidik

TembuSan ' i iiieetieeeiieire e

1. Kesatuan atas Polri.
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34. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA JPU

Jalan..... coveviiii NE: 16 11 H
NO. POl i
KISIfIKASE : v.vvvevereceeverrirsereeisiicesenenininns
Lampiran @ .o
Perihal  :Permintaan perpanjangan
Penahanan atas nama...... Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

di
UD i,
1. Rujukan :
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1)
KUHAP;
b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
C. Laporan Kejadian Nomor : LK/ ................. tanggal .......cooevvvevnennn,
d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol.: B/ ...... tanggal ....
e. Surat Perintah Penahanan No.Pol.. . Sp.HAN/ ......... tanggal ..........e.... , atas
nama tersangka ............
f. Surat Direktur / Ka. ............. (pada Dept/Inst) Nomor : ...... tanggal ................ perihal
permintaan bantuan penahanan atas nama Tersangka ..................
2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama :
Nama ;
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat Tinggal
akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpenjangan
penahanan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana
................. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-undang No.
........ Tahun ..... tentang.......cceceevvvnvnenenee
3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan

penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan
TANGGAL ..t
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4, Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
a. Laporan Kejadian Nomor ..........c.ccce.... tanggal .....cocoeovviiirinenes ;
b. Surat Perintah Penyidikan Nomor .................. tanggal .......ccovevvriieeenn, ;
c. Surat Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan dari PPNS;
d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor ........... tanggal ............. ;
e. Surat Perintah Penahanan;
f.  Berita Acara Penahanan;
g. Laporan Kemajuan NOMOX : .......ccocoevvvevevnnes tanggal ....ccocoevvvrveniiiieinnn,
5. Demikian untuk menjadi maklum.
KEPALA KEPOLISIAN .........ccovvvnenn.
Selaku Penyidik
Tembusan :
................. NP,

1. Kesatuan atas Polri.
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35.  FORMAT SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN

KEPOLISIAN .......ccooovvvirirnnne,
PRO JUSTITIA
Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan kepada PPNS ....... dalam hal waktu penahanan
tersangka yang akan segera berakhir, namun pemeriksaan belum selesai dan perlu
memperpanjang waktu penahanan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2),
Pasal 107 KUHAP;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.HAN/ ............ccccoeveue ,tanggal ..o, , atas
NAMA LErSANGKA ....v.vcveverer e :
4, Surat Direktur / Ka .......cccoocenee. (Dept/inst) NOMOX :....c.ooovvvvirievireirireines , tanggal ............ ,
perihal permohonan bantuan perpanjangan penahanan;
5. Surat Kepala Kepolisian........... No. Pol: o tanggal........... perihal Permohonan
perpanjangan penahanan atas nama Tersangka ..........covevnrirmniniseesrseeee s ;
6. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan ................. Vo] 11To] (S ,
tanggal .....ccooeveeenn, atas NAMA TEISANGKA .......covvevrvreieeerereie vttt snenrenes
DIPERINTAHKAN
Kepada 1 Nama ......ccoevens Pangkat ............ 1o PP Jabatan : ...,
2. Nama ......ccoeeenn. Pangkat ............ NIPcriirenininis Jabatan : ...,
3. Nama ......ccoevens Pangkat ............ 1o IR Jabatan : ...,
Untuk : 1. Melakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka :
Nama PP TP
Tempat/Tgl Lanit e e
Jenis kelamin e e — s e e e e
KEWArQANEQArAAN & ..vvviveeieseiiieiesiisieeees st e e e ette e essts e e s et e e e et e e e et ae e
Agama e e e e e
Pekerjaan e oo et e et e e
Alamat PSP P PPN
dalam perkara tindak pidana di bidang ..................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal
........ Undang-undang Nomor ................ Tahun ........ tentang ..........ccccevvvvrien

2. Menempatkan tersangka di :
Rumah Tahanan Negara .............. di Jalan ....ccooovvvieeeiiinenen, untuk selama 40 (empat
puluh) hari terhitung mulai tanggal ......... sampai dengan tanggal ..., ;
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3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

Selesai
Dikeluarkan di: ......cccoovveveivrererverecesr e
pada tanggal ...
KEPALA KEPOLISIAN .......covovvvrrnnnn

Selaku Penyidik

Register Kejahatan/

Pelanggaran INO

Register Tahanan NO......coooe L NP e

Rumus Sidik Jari = © ...cooveveeiiiiees
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36. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN

KEPOLISIAN ......covvninirniriinininns
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN
---------- Pada hariini ...... Tanggal ............ (.cveveen) bulan ... tahun 2000 ............, pukul : ......... Wib. Saya : ------
Pangkat ............. NP , Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :
1. Nama : .....cccoeevrnenes Pangkat : .......c.coovvinnnn. NIP. o Jabatan ...,
2. Nama : .....cccoeevrnenns Pangkat : .......c.coovunnnen. NIP. o Jabatan ...,
2. Nama : .....cccoeevrnenns Pangkat : .......c.cocovvnnnnn. NIP. o Jabatan : ...,

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

1. Surat Direktur/Ka ......... (pada Dept/inst) Nomor —:...ccooovevirennen. , tanggal........c...... , perihal
Permohonan Bantuan Perpanjangan Penahanan.

2. Surat Kepala Kepolisian.......... No. Pol. & i, , tanggal ., , perihal Permohonan
Perpanjangan Penahanan An. Tersangka ...........ccooueveenneieenenns

3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan ............ NOmMOr : ..covuees , tanggal..............
AAS NAMA TEISANGKA ....v.vvevieiieiiiree sttt ee bbbt TomTmmmmmmmmzmmmmmnns

4, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. Pol. : SPP.HAN/ ......... OO , tanggal
................... atas Nama Tersangka .........ccovvrenrerenirerneneenesieinns

Telah melakukan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka :

Nama ettt eE R R e Ee e e R R e R e R £ eE R £ R SE SR eE R £ R eE £ AR SE SR £ eE SR £ R e SE R SE R €S EenEeR £ eEeE e Eene e R neeE e R Rt R e er et ens
TEMPAYTGL LANIT T oottt bbb bbbt
JENIS KEIAMIN & ot e e e
KEWAIGANEYAIAAN : ...vvevveveresieseisissssisssesesseses ettt ess s et s st st s a8 seses s s st n s b s et e sttt ent e
Agama TR TSR TP
Pekerjaan T PP TS ST PSP T PRSP PTPTPTPPTRTRTTN
ALBMAE TINGGAI & ottt st bbbt
Dalam perkara tindak pidana di bidang ...........ccccceveviinnee sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............... Undang-
undang Nomor : ............. Tahun ....... TENEANG cvevnvce e
Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara .................. Qi Jl Untuk selama 40
(empat puluh) hari terhitung mulai tanggal .............. sampai dengan tanggal ..................
----------- Adapun jalannya pelaksanaan perpanjangan penahanan adalah sebagai berikut :
----------- Sehubungan dengan masa penahanan tersangka akan berakhir sedangkan proses penyidikannya belum

selesai, kemudian diajukan Perpanjangan Penahanan dan setelah keluar Penetapan Perpanjangan Penahanan,
maka dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan serta dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

----------- Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka saat diperpanjang masa penahanan dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani.
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----------- Demikianlah Berita Acara Perpanjangan Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah
jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .............. pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000

Tersangka Penyidik
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37. FORMAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN KPD KEL TERSANGKA

KEPOLISIAN
Jalan ..o, JAKAMA, ...
NO. POl i e,
KISIfIKASI & ....voverveeceeiieeeee s
LamPpiran & ..o
Perihal  : Pemberitahuan perpanjangan penahanan
Kepada keluarga tersangka ............c..cc....... Kepada
Yth. Saudara/i......ooeonieenennens
Jalan ..o
di
1. Bersama ini diberitahukan bahwa keluarga / suami / istri / anak / adik / kakak / ......... saudara, atas nama :
Nama SO T RO SRTT
Tempat/Tgl LANIE & o e
Jenis Kelamin USSR
KEWAIGANBYAIAAN : ....covveeirereerereiser e s er e e en s
Agama SO P ORISR
Pekerjaan TSSOSO PSPPSR
Alamat USSR
telah dilakukan perpanjangan penahanan atas permintaan PPNS ....... Ditien / Badan / instansi ......, dengan alasan
karena dari hasil pemeriksaan belum selesia dan untuk kepentingan penyidikan kasus tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang No. .... Tahun ....... tentang ....... .
2. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara ............ N IR selama 40 (empat puluh) hari terhitung
mulai pada hari ....... tanggal ......... sampai dengan hari ...... tanggal .....
3. Bersama ini pula terlampir Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri ..... dan Surat Perintah
Perpanjangan Penahanan atas Nnama terSANGKA ..........coueverveierrirnerneieneree e
4. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
KEPALA KEPOLISIAN .......cooovrreiereriennene,
Selaku Penyidik
Tembusan:
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38. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA POLRI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jh Jakarta, .......coceeiiiiiiinnnnn,
Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Permintaan bantuan perpanjangan
Penahanan lanjutan.
Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN ..................
di
U o
Dasar
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan Pasal 107
ayat (1) KUHAP;
. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesig;
C. Pasal ............ Undang-undang Nomor : ........... Tahun .............. tentang..........coceveee.
2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu perpanjangan penahanan tersangka atas nama :
Nama PP
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat Tinggal
akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpenjangan penahanan
lanjutan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana ................. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ............ Undang-undang No. ........ Tahun ..... tentang.......ccoceevveveneneneeen
3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan
lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ......
4 Perpanjangan Penahanan Lanjutan terhadap tersangka dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara
............. jalan .............
5. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

a. Laporan Kejadian Nomor .............cco.... tanggal .....cocooovvviniriens ;

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor .................. tanggal .......ccovevvriieeinn, ;

C. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor ........... tanggal ............. ;
d. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negei .......
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e. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.

f. Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

g. Laporan Kemajuan Nomor :..........ccocveveenee. tanggal .....cccovvvviveniinnns
6. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon khabar hasilnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan :
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39. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN
KEPADA PPNS

NE: 16 1 F RN
NO. POl e
KIGSIfIKASI : .v.vvvevevereeeeirirceeeeenisicrsrsenenn,
Lampiran ..o
Perihal : Pemberitahuan permintaan
perpanjangan penahanan
lanjutan. Kepada
Yth. KEPALA INSTANSI ......cccoovvrirnnen.
di
UDe oo,
1. Rujukan surat Dir/Ka ................. (pada Dept/Inst) NOMOr & ...covevveriiirieieeseieee , tanggal ..o ,

perihal permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat
permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka atas nama :

Nama SO S TP SPRRSPIN
Tempat/Tgl. Lahir ST PE PO PP PTOPPPPTRTPTRPOON

Jenis Kelamin T
Kewarganegaraan TSRS

Agama e s

Pekerjaan TSP T PP PSP PP PR PPPTRTRTRPO

Alamat et e e e e e E e et eh bbb et ehbebbe e eh b st et ebbe st st enbe e

dalam perkara tindak pidana di bidang ........... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-
undang Nomor............. Tahun .............. :

dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan.

3. (Apabila permintaan disetujui) perpanjangan penahanan lanjutan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh)
hari terhitung mulai tanggal ....... s/ dtanggal ....... , menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara
...... Jalan .....

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN .........ccovvvvenn.
Selaku Penyidik

TembuSan e

1. Kesatuan atas Polri.
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40. FORMAT SURAT PERMINTAAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA KETUA
PENGADILAN NEGERI

NE: 16 11 H
NO. POl i
KISIfIKASE : v.vvvevereceeverrirsereeisiicesenenininns
Lampiran @ ..o
Perihal  :Permintaan perpanjangan
Penahanan lanjutan atas
NAMA .o Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI
di
UD i,
1 Rujukan
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a

dan Pasal 107  ayat (1) KUHAP;
Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

C. Laporan Kejadian Nomor : LK/ ................. tanggal .......coocvvveviennn,

d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol.: B/ ............c.e....
tanggal .......cooeiiiiiiies

e. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No.Pol.: . Sp.HAN/ ......... tanggal ...... ,
atas nama tersangka ............

f. Surat Direktur/Ka ............. (pada Dept/Inst) Nomor : ...... tanggal .......c.cco.e. perihal
permintaan bantuan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka .....

2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama :

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat Tinggal

akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpenjangan
penahanan lanjutan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana
cieveeeeenn. SEDAgaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-Undang No. ........
Tahun ..... tentang.......cccovevevrnicenns
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5.

Tembusan :

104

Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan
penahanan lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... sampali
dengan tanggal .......cccooevvinenee

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

—S@ oo

Laporan Kejadian Nomor ............ccco.... tanggal .....cocoeovvviiiriees ;

Surat Perintah Penyidikan Nomor .................. tanggal .......ccovevvriieeinnn, ;
Surat Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari PPNS
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor ........... tanggal ............. ;

Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri;
Surat Perintah Perpanjangan Penahanan;

Berita Acara Perpanjangan Penahanan;

Laporan Kemajuan Nomor : .........cccccveveeennnns tanggal ....ccoooevevrveniiiieinnn,

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN .........ccovvenenn.
Selaku Penyidik

1. Kesatuan atas Polri.
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41.  FORMAT SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PANAHANAN LANJUTAN

KEPOLISIAN ......cooveviririirinnn.
PRO JUSTITIA
SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN
Nomor : SPP.HAN / ....... A ]
Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan kepada PPNS ....... dalam hal waktu perpanjangan

penahanan tersangka yang akan segera berakhir, namun pemeriksaan belum selesai dan perlu
memperpanjang waktu perpanjangan penahanan lanjutan, maka perlu mengeluarkan Surat
Perintah ini.
Dasar . 1. Pasal6ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) hurufa dan Pasal
107 ayat (1) KUHAP;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No.Pol.: SP.HAN/ ... , tanggal
.......................... , atas NAMA tErSANGKA ......c.ovvrierireieiise i)

4, Surat Direktur / Ka .......ccccovnenne. (Dept/inst) NOMOX =....covvvveviiivirririreines tanggal ............ ,
perihal permohonan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan;

5. Surat Kepala Kepolisian........... NO. POL: o tanggal........... perihal Permohonan
perpanjangan penahanan lanjutan atas nama Tersangka..............c.ouee.e.

6. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari Ketua Pengadllan Negeri ..o
NOMOr .o ,tanggal ..o atas nama Tersangka ..........cccevververennenisernieeeeenenns

DIPERINTAHKAN

Kepada 1 Nama @......ccccvennnen. Pangkat :............. NI Jabatan : ..o
2. Nama @......ccccoenunen. Pangkat :............. NI Jabatan : ..o
3. Nama @......ccccoenunen. Pangkat :............. NI Jabatan : ..o
Untuk . 1. Melakukan perpanjangan penahanan lanjutan terhadap Tersangka :
Nama e e e e
Tempat/Tgl Lanit e e
Jenis kelamin e e et e e s
KEWArGaNEUAIAAN & ...uvivieii it ettt sttt ettt et e
Agama e e e e e
Pekerjaan e oo et e et e e
Alamat T PP TE PP
dalam perkara tindak pidana di bidang ..................... sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ........ Undang-undang Nomor ................ Tahun ........ tentang ..., ;

2. Menempatkan tersangka di :

Rumah Tahanan Negara .............. di Jalan ...ccoeeevvivreriieenen, untuk selama 30 (tiga
puluh) hari terhitung mulai tanggal ......... sampai dengan tanggal ..., ;
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3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan

Lanjutan.

Selesai
Dikeluarkan di: ......cccocoeeveivrerirrnvececr e
pada tanggal ...
KEPALA KEPOLISIAN .......covovvvrrnnnn

Selaku Penyidik

Register Kejahatan/

Pelanggaran INO

Register Tahanan NO.........cccocoveve L, NIP. o

Rumus Sidik Jari = © ...cooveveeiiiiees
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42. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN

KEPOLISIAN ..o
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN
---------- Pada hariini ...... Tanggal ............ (.oveveen) bulan ... tahun 2000 ............, pukul : ......... Wib. Saya : ------
Pangkat ............. NP , Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :
1. Nama : .....cccoeevrnenns Pangkat : .......c.coovunnnen. NIP. o Jabatan ...,
2. Nama : .....cccoeevrnenns Pangkat : .......c.cocovvnnnnn. NIP. o Jabatan : ...,
2. Nama : .....cccoeevrnenns Pangkat : .......c.cocevvnnnen. NIP. e Jabatan ;...

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

1. Surat Direktur/Ka ......... (pada Dept/inst) Nomor —...ocoovevrrennen. , tanggal........c...... , perihal
Permohonan Bantuan Perpanjangan Penahanan Lanjutan.

2. Surat Kepala Kepolisian No. Pol. @ ... , tanggal e , perihal Permohonan
Perpanjangan Penahanan Lanjutan An. Tersangka .............cc.cu.....

3. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari Ketua Pengadilan Negeri ............ Nomor :
............. ,tanggal .............. atas nama Tersangka ...........ccocevureunnnns

4, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan No. Pol. : SPP.HAN.LANJUT/ ......... : R ,
tanggal .....cccocovevene. atas nama Tersangka ..........cccoveeerieeenines

Telah melakukan Perpanjangan Penahanan Lanjutan terhadap tersangka :

Nama ettt eE R R e Ee e e R R e R e R £ eE R £ R SE SR eE R £ R eE £ AR SE SR £ eE SR £ R e SE R SE R €S EenEeR £ eEeE e Eene e R neeE e R Rt R e er et ens
TEMPAYTGL LANIT T oottt bbbt bbbt
JENIS KEIAMIN & oo e e e
KEWAIGANEYAIAAN : ...vvevveveresieseisissssisssesesseses ettt ess s et s st st s a8 seses s s st n s b s et e sttt ent e
Agama TR TSR TP
Pekerjaan T PP TS ST PSP T PRSP PTPTPTPPTRTRTTN
ALBMAE TINGGAI & ottt bbb bbbt
Dalam perkara tindak pidana di bidang ............ccccceviviinnns sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............... Undang-
undang Nomor : ............. Tahun ....... TENEANG cvevnvce e
Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara .................. Qi Jl Untuk selama 30
(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal ................ sampai dengan tanggal .................
----------- Adapun jalannya pelaksanaan perpanjangan penahanan lanjutan adalah sebagai berikut ; ----------------------
----------- Sehubungan dengan masa perpanjangan penahanan tersangka akan berakhir sedangkan proses

penyidikannya belum selesai, kemudian diajukan perpanjangan penahanan lanjutan dan setelah keluar Penetapan
Perpanjangan Penahanan Lanjutan , maka dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan serta
dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan.
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----------- Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka saat diperpanjang masa penahanan lanjutan dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani.

----------- Demikianlah Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .................. pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun
P00 0 I

Tersangka Penyidik
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43.  FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA
KELUARGA TERSANGKA

*
bt
AR

KEPOLISIAN ..o
Jalan ..o NE LG L
NO. POl & e
KIASIfIKASI : vv.vvvevevevereeiiircrsesss s
Lampiran ...
Perihal : Pemberitahuan perpanjangan penahanan
lanjutan kepada keluarga tersangka. ............ Kepada
Yth. Saudara /i ..o
Jalan ..o,
di
1. Bersama ini diberitahukan bahwa keluarga / suami / istri / anak / adik / kakak / ......... saudara, atas nama :
Nama PO P TSP TP PP PP TSP
Tempat/Tgl LNt o e
Jenis Kelamin TSSOSO PPN
KEWAIJANBJAIAAN  : .oovvereisieee e istees et s s bbbt
Agama s
Pekerjaan ST P PP PP PP OTRTRTPPPTPTPPPPON
Alamat O TSP OTOTPO PPN
telah dilakukan perpanjangan penahanan lanjutan atas permintaan PPNS ....... Ditjen / Badan / instansi
...... , dengan alasan karena dari hasil pemeriksaan belum selesia dan untuk kepentingan penyidikan kasus
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-undang No. .... Tahun ....... tentang ....... .
2. Perpanjangan Penahanan Lanjutan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara ............ o selama
30 (tiga puluh) hari terhitung mulai pada hari ....... tanggal ......... sampai dengan hari

3. Bersama ini pula terlampir Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari Ketua Pengadilan

Negeri..... dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan atas nama

4. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN .........ccovvvvenn.
Selaku Penyidik

TembuSan e

1. Kesatuan atas Polri.
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44,  FORMAT SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN

KEPOLISIAN .....ooovvvvvvivivrinnn
PRO JUSTITIA
SURAT PERINTAH PE GELUARAN PENAHANAN
No. Pol : SPP.Han/ ......... F Lo
Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan PPNS ..., (Dept/Inst) dalam hal
penahanan dan terhadap tersangka jangka waktu penahanan telah berakhir dan tidak dapat
diperpanjang lagi, sehingga tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum atau bahwa
kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi (P-21) dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan
melarikan diri atau akan merusak / menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak
pidana, maka perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar . 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 24 ayat (3) dan (4), Pasal 29 ayat (6), dan Pasal
107 KUHAP;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republlk Indonesia;
3. Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP.Han/ ......cccccccovvivviiiinncesineeeins :
4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kajati/Kajari......Nomor : ... tanggal....
TR TSP OO TSSOSO ST T ST TSP OPTPTPRPRRTPPPRPPPRTPTON
DIPERINTAHKAN
Kepada 1. Nama: .....ccoeenenen. Pangkat : ................. NI, Jabatan ...,
2. Nama: .....ccoeenenen. Pangkat : ................. NI, Jabatan ...,
3. Nama: .....ccoeenunen. Pangkat : .......c......... NI, Jabatan ...,
Untuk 1. Melakukan pengeluaran penahanan terhadap Tersangka :
Nama e e e e e e s
Tempat/Tgl. Lahir e e e e
Jenis kelamin PP PP
Kewarganegaraan e e e e s
Agama e e e
Pekerjaan T TP PP PPTPOTRPP
Alamat tempat tinggal PP TP PP PP TTPPRO
dalam perkara tindak pidana di bidang ...........ccccceevviennne. sebagaimana dimaksud dalam
Pasal .............. Undang-undang Nomor ............ Tahun .............. tentang .......cocoeeeenenne ;
2. Tersangka telah ditahan selama ......... hari sejak tanggal .................. sampal dengan tanggal
................... di Rumah Tahanan Negara ............c...... Jalan ..o
3. Melaksanakan perintah ini dan membuat Berita Acara Pengeluaran Penahanan
Selesai

Register Kejahatan/
Pelanggaran :No
Register Tahanan : No

Rumus Sidik Jari  : ......

Dikeluarkan di e —————
pada tanggal e ———

KEPALA KEPOLISIAN ......cccooeoniiinninnnns

-------------------- Selaku Penyidik
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Pada hari ini .......cc......... tanggal ..., 1 (satu) lembar tembusan surat perintah ini diserahkan masing-
masing kepada tersangka dan keluarganya.

Yang menerima Yang Menyerahkan
Tersangka / Keluarganya
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45,  FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN

KEPOLISIAN ......cooovrreiriinireennn.
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN

---------- Pada hariini ........ Tanggal ......... (.........) bulan ............ tahun 2000 ........, pukul : ......... Wib. Saya : ----------
Pangkat ........ccccoovvene. NIP. o , Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama
dengan :

1. Nama: .....ccoeonunn. Pangkat: ......... NID. e Jabatan selaku Penyidik.

2. Nama: .....ccoeonunn. Pangkat: ......... NID. e Jabatan selaku Penyidik.

3. Nama: .....ccoeonenn. Pangkat: ......... NID. e Jabatan selaku Penyidik.

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

Telah Mengeluarkan dari tahanan tersangka :

1. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan No. Pol. :.........cccccoviienns tanggal .....ccovvveveverieerccen,

Nama TP P TP
Tempat/Tgl. Lahlr ...........................................................................................................................................
JENIS KBIAMIN 1 bbbt bt
KEWAIGANEUAIAAN © ...vvuvveeeees s sttt s ees bbb bbbt bbb
Agama R R R R R
Pekerjaan TP OO TSSOSO TT TSP TP ST PT PP PP P ORI
ALBMAE TINGGAI & oottt bbb 88t

Dari tempat penahanan terakhir di ... s melaksanakan jenis penahanan

terakhir.......ccoovvvienninnns (bila dilakukan Pengalihan Jenis Penahanan).

Ditahan sejak tanggal ..o sampai dengan tanNgQal .......cccovveeriiirer e e

Tersangka tersebut di atas ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : ..........ccccoooviiinnnnee. tanggal .......ccovvevrieniiens ;

2. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No. Pol. : ...........cccco..... tanggal. ......coooeeviiiiiienn,s ;

3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. Pol. : ............c.cc..... tanggal.......cccoovveriveene, ;

4, Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kajati / Kajan .................. NOMOX @i,

TANGYA v

3. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua PN .................... NOmMOr & ..o, tanggal
Keadaan kesehatan fisik dan mental tersangka ..........c.cocovveveienieneieninn,
Barang-barang titipan Derupa ..........coovevvevnesniicien s

Telah dikembalikan kepada tersangka 0leh : ..........ccocvvevvieiniiininns
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------- Demikianlah Berita Acara Pengeluaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani di .......... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 ..........-----

Tersangka Penyidik
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46. FORMAT SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN
No. Pol. : SP.HAN /.......... [T ...

Pertimbangan  : Bahwa melihat kondisi kesehatan tersangka yang ditahan memerlukan rawat inap (opname)
diluar Rumah Tahanan Negara, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar L
2.
3.

4,
o

Kepada oL

Untuk o1

Selesal.

Register Kejahatan/

Pelanggaran :No.....
Register Tahanan : No.....
Rumus Sidik Jari  : .........

Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 20, Pasal 21 KUHAP.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang
Pembantaran Penahanan.

Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.HAN/.............. Tanggal .............
Surat Keterangan dari DOKEer ............cccooeeviviininnnn, tanggal ............... tentang kondisi
kesehatan tersangka ............ccccovrvriieiiiiiee e,

Nama L
Pangkat/Nrp ST TP
Jabatan e e e
Nama L
Pangkat/Nrp ST TP
Jabatan e e e

Melakukan pembantaran penahanan terhadap Tersangka :

Nama PP
Tempat/Tgl. Lahir e
Jenis kelamin e
Kewarganegaraan PPV P P TPTRTPPRPPN
Agama PP
Pekerjaan e
Alamat Tpt tinggal e
Selama yang bersangkutan dirawat inap (opname) di rumah Sakit ......... diveinnnn,

mulai tanggal .........................s/d sembuh.

Mengawasi dan mengamankan tersangka selama dirawat inap di Rumah Sakit, serta
berkoordinasi dengan Dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi
kesehatan tersangka.

Melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Pembantaran Penahanan.

Dikeluarkan di: .....coovveeeee e
padatanggal ...

KEPALA KEPOLISIAN .....cccovivrinininnens
Selaku Penyidik
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Pada hari ini..............Tanggal...........cccooeriirin Surat Perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka
dan tembusannya kepada keluarganya.

Yang menerima, Yang menyerahkan,

Tersangka/keluarganya
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47.  FORMAT BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN

PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN
------- Pada hariini ...........tanggal .....bulan ....................tahun 2000 ............,jam: ... Wib, Saya : -------------
Pangkat ............... NIp. e , Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : ------

1. Nama, Pangkat, NIP. ..ocoooiiii i e e e
2. Nama, Pangkat, NIP. .......cooviiiiiiiii i e e

Masing-masing dari Kantor yang sama, berdasarkan :

----------- 1. Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. Pol.: SP.HAN/......... Tanggal .............. =====-=mmmmmmmmmeenas
---------- 2. Surat Keterangan DoKter ............ccccccocviiceniievniiene 1@0GQAL...ccooveennnn.... tentang  kondisi
kesehatan tersangka.

Telah melakukan pembantaran penahanan terhadap seorang tersangka :

Nama P
Tempat/Tgl. Lahir PP PTUPRTPPTRPRN
Jenis kelamin PP PTUPRTPPTRPRN
Kewarganegaraan PP PP PPN TPP
Agama P
Pekerjaan PP PTUPRTPPTRPRN
Alamat tempat tinggal PP PTUPRTPPTRPRN

Mulai tanggal .............ccoccveee e, UNtuk selama tersangka dirawat inap (opname) di Rumah Sakit

------- Demikianlah Berita Acara Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani di ..............ccceeeene pada tanggal .......... tahun 2000 .............. ===
Tersangka Penyidik
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48. FORMAT SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

No. Pol. : SP.Sidik /.......... [iiiiiian, [iiin.

Pertimbangan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan telah pulih berdasarkan Surat
Keterangan Dokter, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar o1
2.
3.

4,
o

Kepada oL

Untuk L

Selesai

Register Kejahatan/

Pelanggaran “No..........
Register Tahanan : No..........
Rumus Sidik Jari  : .............

Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 20, Pasal 21 KUHAP.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang
Pembantaran Penahanan.

Laporan Kejadian Nomor : LK/.........ccccooviiiieninn tanggal.........ccccveenne
Surat Keterangan dari DOKEer ............cccooeevveiininnn, tanggal ............... tentang situasi
kesehatan tersangka ............cccceviiiiieiiiiien e,

Nama L
Pangkat/Nrp ST TP
Jabatan e e e
Nama L
Pangkat/Nrp ST TP
Jabatan e e e

Melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap Tersangka :

Nama PR
Tempat/Tgl. Lahir e s
Jenis kelamin e s
Kewarganegaraan P PPV P P PP PP PPTRP
Agama PR
Pekerjaan e s
Alamat Tpt tinggal e s

Melaksanakan penahanan lanjutan terhadap tersangka setekah dirawat inap di Rumah
Sakit, serta berkoordinasi dengan Dokter yang merawatnya untuk memantau
perkembangan kondisi kesehatan tersangka.

Melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Pencabutan Pembantaran
Penahanan

Dikeluarkan di TR
Pada tanggal
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Pada hari ini...............tanggal......... bukan ............... tahun ... Surat Perintah ini diserahkan masing-masing
kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Yang menerima, Yang menyerahkan,

Tersangka/keluarganya
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49. FORMAT BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

Pada hariini ........... tanggal .....bulan .................... tahun 2000 ............ Jjam: ... Wib, Saya :----------eeememeees

3. Nama, Pangkat, NIP. .....c.oovviiiiiiii i e
4, Nama, Pangkat, NID. .....uvreieiie e

Masing-masing dari Kantor yang sama, berdasarkan :

---------- 2. Surat Keterangan DoKter ............ccccccocviiceeiievniiene 1@0GQAL...ccoveonnnn.... tentang  kondisi
kesehatan tersangka.

Telah melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap seorang tersangka :

Nama P

Tempat/Tgl. Lahir PP PTUPRTPPTRPRN

Jenis kelamin PP PTUPRTPPTRPRN

Kewarganegaraan e s

Agama P

Pekerjaan PP PTUPRTPPTRPRN

Alamat tempat tinggal PP PTUPRTPPTRPRN
Mulai tanggal .........ccooovviiiiiiii, , Setelah dilakukan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit mulai tangal
....... SI e s

------- Demikianlah Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatanganidi ............ padatanggal .......... tahun 2000 .............. ===
Tersangka Penyidik,
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50. FORMAT SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN

SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN
No. Pol. : SP.HAN /.......... [oviiiiinin, Lo,

Pertimbangan . Bahwa untuk kepentingan penyidikan, terdapat suatu alasan bagi tersangka yang ditahan tidak
menjalani seluruh waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka perlu dikeluarkan
surat perintah ini.

Dasar o1

No U wN

Kepada oL

Untuk L

Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHAP.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan Polisi No. Pol. : LP/...............cccccovvnen. Jtanggal ... :

Surat Perintah Penahanan No. Pol & ..........c.ccccovvvninenn, tanggal..........cccevvveen.

Surat Perintah Pembantaran Penahanan No.Pol................... tanggal................

Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan No.POl.: .............cccoviiiiinnnn,

SUFAL/ BEITA ACAIA. ... eei ittt e e e e et e e
DIPERINTAHKAN

Nama TP PRRRP TP

Pangkat/Nrp PP UTPRTPPTPTR

Jabatan L e

Nama TP

Pangkat/Nrp PP UTPRTPPTPTR

Jabatan SRS

Melakukan Penahanan lanjutan terhadap Tersangka :

Nama TR

Tempat/Tgl. Lahir e s

Jenis kelamin PP TR TP

Kewarganegaraan PP TP PP PP TPPRTPPN

Agama PR

Pekerjaan e s

Alamat Tpt tinggal e s

Karena tersangka pada penahanan sebelumnya telah dikeluarkan / melarikan diri /

dibantarkan penahanannya / penahanannya dipindahkan kekesatuan lain)*, sehingga

tidak dapat menjalani sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah

Penahanan.

Menempatkan kembali tersangka di :

a. Rumah Tahanan Negara di ............ccoooviviieiieion o e e

b. Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka di................ccocevereeriiiiinnnnnn.

c. Kotatempat tinggal/kediaman tersangka di............cccccoevreeriiiiiiviineieeeenns

Untuk menjalani sisa masa tahanannya selama................cccccooene. mulai
tanggal.........ccooeveiiiiie S


http://www.djpp.depkumham.go.id

121 2010, No.118

3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan Lanjutan.

Selesai

Dikeluarkan di

. _ Pada tanggal
Register Kejahatan/
Pelanggaran NG IR
Register Tahanan TNO Selaku Penyidik.
Rumus Sidik Jari
................ NP
Pada hariini............... tanggal .................. bukan .......... tahun ......... , 1(satu) lembar Surat Perintah ini diserahkan
masing-masing kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.
Yang menerima, Yang menyerahkan,

Tersangka/keluarganya
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51. FORMAT BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN

PRO JUSTITIA :
BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN

-------- Pada hariini ...........tanggal .....bulan .................... tahun 2000 ............,jam : ... Wib, Saya: ------------
Pangkat ............... NIp. e , Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : ------

1. Nama, PangKat, NID. ....vevveeie i e e e e

2. Nama, PangKat, NID. .....ovve i e e e e
Masing-masing dari Kantor yang sama, berdasarkan : ===-==============mmmmmm oo
-------- 1. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.HAN/.............cccoceeo, taNQQAL ..ovvvvs vy =oemmmmmmm e
-------- 2. Surat Perintah Penahanan Lanjutan No. Pol. : SP.HAN/.................,tanggal ............ =----=ssmeeemmmmmemeees

Telah melakukan Penahanan Lanjutan terhadap tersangka atas nama :

Nama e
Jenis kelamin e e
Tempat/Tgl. Lahir e e
Kewarganegaraan L e e e e
Agama e
Pekerjaan e e
Alamat tempat tinggal e e

Karena tersangka pada penahanan sebelumnya telah dikeluarkan / melarikan diri / dibantarkan penahanannya /
dialihkan kekesatuan lain )* sehingga tidak menjalani sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah
Penahanannya.

Uraian singkat jalannya penahanan adalah sebagai berikut : -

Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka sebelum dimasukan kedalam ruang tahanan :

Sidik jari e e e e s
Pemotretan P PP PPTTPPPR
Barang-barang milik tersangka yang dititipkan berupa :

Telah diserahkan dan disimpan 018N & .......oooii i e e

------- Demikianlah Berita Acara Penahanan Lanjutan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,

kemudian ditutup dan ditandatanganidi .................... padatanggal ..............ccevvneen. tahun 2000 ....... ------------
Tersangka Penyidik/Penyidik Pembantu,
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FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN / 1ZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
.......................................... NE: LG L W
Klasifikasi PRSP
Lampiran TP
Perihal : Permintaan izin / izin khusus
penggeledahan. Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN .....ccovvviiiiiniiiie s
di

Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHAP;

b. Pasal ............ Undang-Undang Nomor : ........... tahun ............. tentang ... ;

C. Laporan Kejadian NOmMOr : ..........cocvvivenineesveisisineene e 1ANQGAL . o)

d.  Surat Perintah Penyidikan NOMOY : ........cccocovvirenireniniinn. tanggal ..o

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap
tersangka atas nama :

Nama e et e e e e e e e et e e e e e

Tempat/Tgl LaNir & oo s

Jenis Kelamin OSSOSO PRPRTPTTTI

KEWAIGANEYAIAAN : ....vvvveieeiesiisireees ettt e e ekt e e ess e ertes st e e e et sts e e an s rb e e e e teee e e snsarees

Agama e e

Pekerjaan OO PT SR TP PTOTPTTTOO

Alamat e e bbb aes

diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya yang
terletak di ...... diduga sebagai tempat / sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang .................
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........ Undang-undang Nomor ....... Tahun..... tentang ..........ccceeeereeenne.

Bersama ini kami lampirkan surat- surat Administrasi sebagai pertimbangan :

a. Laporan Kejadian;

b. Surat Perintah Penyidikan;

C. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KEPALA INSTANSI ...............
.................. NIP. o, cevenneeen NIPL v,
Tembusan
Lo
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53.  FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

i, Jakarta, .....cceeeeiiiiiiiiii,

NOMOr

Klasifikasi PRSP

Lampiran TP

Perihal : Laporan untuk mendapatkan

persetujuan penggeledahan. Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN .......cccccvvveerens
di

1. Dasar :
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHAP.
b. Pasal ......... Undang-undang Nomor ............. Tahun ............ tentang ..........ccoeeee.
C. Laporan Kejadian NOmMOr : ..........cccvvivinineesveieinineene e 1ANQGAL .. o)
d Surat Perintah Penyidikan NOMOr : ..........cccoovvivnienenns tanggal ..o

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
terhadap tersangka atas nama :
Nama et e et e E et e n e e e s e e et e e e s
Tempat/Tgl. Lahir e e E e eE b bR R R £ £ £ £ ah 4o h e bbb e e et
Jenis Kelamin e e 1 e e e e et e
Kewarganegaraan
Agama PSPPI
Pekerjaan e e e e h b E R R R £ £ £ £ eh R e bt e e e
Alamat O SO OPPPRPPPRTP
didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana ............. Ai v pada
tanggal .....cococvveenn. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ......... Undang-undang Nomor : ......... Tahun
............. BENMTANG vttt bbbt

2. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan
terhadap halaman rumah tersangka ............ , tempat lain tersangka tinggal ....., tempat tindak pidana dilakukan
...... , tempat penginapan ......., tMAPE UMUM ...cocuiviririeiiirce st

3. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan

Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan :

Laporan Kejadian;

Surat Perintah Penyidikan;

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
Surat Perintah Penggeledahan;

Berita Acara Penggeledahan;

Laporan Kemajuan Penyidikan.

@~oooow
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4, Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.
Mengetahui, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KEPALA INSTANSI ...............
.......................... NIP. o, covenneeen NIPL v,
Tembusan
Lo
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54. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN
NOMOT & oot
Pertimbangan . Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang .................. oleh PPNS
diperlukan tindakan penggeledahan ................. , maka perlu mengeluarkan surat
perintah ini.
Dasar . 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36,
Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHAP;
2. Pasal...... Undang-Undang Nomor : ......... Tahun............... tentang .......... ;
3. Laporan Kejadian NOMOr : .........covnnninniineenns tanggal .......ccovvvvieiiennn ;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ........ccccoocvevevenene. tanggal .....c.ccoevvevrrerennnnn,
DIPERINTAHKAN
Kepada L Nama
PangKat/GOINIDP & ...veiei it e e
Jabatan L e e e
2. Nama
PangKat/GOINIDP & ...voiei ittt e e e
Jabatan L e e e
Untuk : 1. Melakukan penggeledahan .................. i s yang diduga
sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka /
disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak
pidana .............. yang terjadi pada tanggal .............. i o ,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........... Undang-undang Nomor ........
Tahun........ tentang ............. atas nama tersangka ...............
2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau
penyitaan dan atau penangkapan tersangka.
3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus
membuat Berita Acara Penggeledahan.
Selesai
Dikeluarkan di & ...ooovvvvveiiiiiienn,
Mengetahui, bada tanggal

KEPALA INSTANSI ...............

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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55.  FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

---------- Pada hariini......... tanggal ......... (.............. ) bulan ......... tahun 2000 .........., pukul : ... Wib. Saya : ---
Pangkat ......... Nip. v , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-
sama dengan :

1. Nama : .o , Pangkat.Gol/Nip. .............c....... JJabatan ...,

2. Nama : .o , Pangkat.Gol/Nip. .............c....... JJabatan ...,

3. Nama : .o , Pangkat.Gol/Nip. .............c....... JJabatan ...,

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :

1. Laporan Kejadian Nomor : LK/ .............c....... LANGYAL .. e

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ................. ANGYAL e T

3. Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri ............ Nomor ......... tanggal

......... (bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN terlebih dahulu).

4, Surat Perintah Penggeledahan NOmMOr : .........cocvvvenieniesiesinins tanggal ............... =-----ee-
Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal / tempat tertutup lainnya / ........... i v, (jalan,
No, RT, RW, Kelurahan) dengan / ....... (tanpa izin tersangka / penghuni rumah / .......... ):

Nama e e e e s

Tempat/Tgl. Lahir TSP POPTPRO

Jenis Kelamin T TP PPOPTRR

Kewarganegaraan e ———————————————

Agama e e e s

Pekerjaan PP P PP RTPPTPPTRTPRP

Alamat TSP PP PPPTPR

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama PR
Pekerjaan e R R E e et e e e et e e e et s e
Alamat ST
2. Nama e et e e e e e e e e L et e e e e e s e e
Pekerjaan e R R E e et e e e et e e e et s e
Alamat ST

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya :

----------- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah serta yang
menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama dengan / tanpa didampingi PPNS
........... dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa : ---------------

----------- 1o (Barang/Benda/Dokumen/Surat yang ditemukan dibuat Rincian).
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------- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian

ditutup dan ditandatanganidi ......... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 ...................-===-
Tersangka / Yang melakukan Penggeledahan

Penghuni Rumah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sssssssssssss s N |p

Saksi-saksi :
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56. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN
KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
i, NE: LG L7 W
NOMOr
Klasifikasi PRSP
Lampiran TP
Perihal : Permintaan bantuan
penggeledahan. Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN..........cccceorne..
di
1. Dasar :
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan
Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
b. Pasal .......... Undang-undang Nomor : ...........tahun .......... tentang .......c.ccoeeiiiie ;
C. Laporan Kejadian NOMOr ©..........cocvveevieenveneeessnnnenee e tANGGAL e, ;
d. Surat Perintah Penyidikan NOMOr : ..........ccooovivineieeinsnenenes tanggal ....ccooeeveveiveiereeeen
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara
Tersangka :
Nama TP PSP P PP PP PPPPRPRTPIPRTR
Tempat/Tgl. Lahir TSSOSO TP ST PP T TP P PTPTPPTPRPTRTPTPOT
Jenis Kelamin TP U SRR
Agama PR P TP
Kewarganegaraan OSSPSR SRR
Pekerjaan ST TSP P TSP ST ST TP PO PP PP PRPTRTPPTOTN
Alamat Tinggal TSSOSO PP OT TP TP PT PP PTTPTPTPTRTRON
Diduga telah melakukan tindak pidana ...... Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ......... Undang-Undang
Nomor ...... Tahun .................. TBNTANG ..o ———————————
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Penggeledahan terhadap :
- YOO TPPRRPPPPPN
D e
4 Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian .................. guna
melakukan penggeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :
a. Laporan Kejadian.
b. Surat Perintah Penyidikan.
C. Laporan Kemajuan Penyidikan.
A
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.
Mengetahui, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KEPALA INSTANSI ...............
.................. NI, oo
Tembusan - U NIP. oo
Lo
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57.  FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

KEPOLISIAN
JalaN s, Jakarta,.......ccoevvevvrinnn,
NO. POl i
KIaSIfiKasi : ......cveververererrrereriniirsrneernins
Lampiran ..o
Perihal  : Pemberitahuan permintaan

bantuan penggeledahan. Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI .........
di
UD. v,
1. Rujukan surat Dirjen/Direktur/Kepala ................ (Dept/inst) Nomor : ............, tanggal ........cccccoenenee. ,

perihal permintaan bantuan penggeledahan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari
surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa pelaksanaan penyidikan tindak
pidana ...... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-undang Nomor ...... Tahun ......
tentang ..... yang terjadi di ...... pada tanggal ......bulan ...... tahun ....., dengan tersangka atas nama:

Nama R R RE e s
TeMPAUTGL LANIN 2 oo bbb

JENIS KBIAMIN 1 bbbt
Kewarganegaraan PO S PSSP O P PPOP
Agama R s

Pekerjaan TSP S PSSP ST T TP PP PP PP
ALBMAE TINGGAI & ottt bbb s

perlu diberikan bantuan penggeledahan terhadap ..........ccccocovvevvciniicnininnns Aicce e

3. Bersama ini dilampirkan pula administrasi penyidikannya :

a. Surat Permintaan Izin / Izin Khusus Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
b. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
C. Surat Perintah Penggeledahan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN ........cccovvuene
Selaku Penyidik
Tembusan: s
................ NP
1o
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58. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jhi Jakarta, .......eoeoeeinnn
PRO JUSTITIA
Nomor T
Klasifikasi e
Lampiran TP
Perihal : Permintaan iziin/izin khusus
penyitaan. Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN ...............
di
1 Dasar
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP;
b. Pasal ......... Undang-undang Nomor ........... Tahun ................ tentang .................. ;
C. Laporan Kejadian NOMOT ©........coooviiieieiiiiieie e Tanggal .......cvvvvviinnnnn ;
d.  Surat Perintah Penyidikan NOMOr :..............ccccevvivivees veeveen tanggal..cc e,
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
terhadap tersangka / saksi .......... atau penggeledahan .......... atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik
........ terdapat benda / barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang .........
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ......... Undang-undang Nomor ......... Tahun .......... tentang .......... yang
terjadidi ......... padatanggal .......... atas namatersangka ............ , berupa:
Qe e
D,
Coterrereer e (Daftar BB terlampir)

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang
menguasai atas nama :

Nama T TSR R TR PTTTTR T
TeMPAUTGL LANIT & et
Jenis Kelamin OSSOSO T TSP OTPTRTPTTTPTPTRTOTTOT
KEWAIGANEUAIAAN ...vveeeeesesieeisis e sttt ettt s bbb 18888 bbb bbbttt
Agama T T TSP
Pekerjaan OSSOSO PSP TP ST PP TP PTRTPTTTPTPTRTOTTOT
Alamat Tinggal TS TPETOTET TSP SO TT TSP TSP PTRTPTTTPTPTPTTTOT

3. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus
Penyitaan.

4, Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

Mengetahui, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KEPALA INSTANSI ...............
NIP. oo NIP. oo

Tembusan :
L ooeeeeeesrseesesessesssees
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59. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
it JaKarta, ......oeviiiiii
Nomor P TR
Klasifikasi PRSP
Lampiran TP
Perihal : Laporan untuk mendapatkan
persetujuan penyitaan. Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN .......oovvvviiiiiiiiiiininn,
di
1 Dasar :
a Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2),Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP.
b Pasal ........... Undang-undang Nomor : ......... Tahun ........ tentang ...,
c Laporan Kejadian NOMOX ©........c.ooviiviiiniiiiiie e Tanggal .....coovvvivieninnn, ;
d Surat Perintah Penyidikan Nomor :......... Tanggal
PO PSSO R PP OPPOR

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat
perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada
hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang ......... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .........
Undang-undang Nomor ......... Tahun .......... tentang .......... yang terjadi di ......... pada tanggal .......... atas
nama tersangka ............, berupa:

Qe e
Do (Daftar BB terlampir)

3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :

Nama T TSRO
TeMPAUTGL LANIT & ottt
Jenis Kelamin OSSOSO T TSP OTPTRTPTTTPTPTRTOTTOT
KEWAIGANEUAIAAN ...vveieeeieeieseisis e sttt s bbbt 8 e 8 b8t bbbttt
Agama T T TSP
Pekerjaan OSSOSO PSP TP ST PP TP PTRTPTTTPTPTRTOTTOT
Alamat Tinggal TSSOSO PT ST PP PTRTPTTTPTPTRTOPTOT

4 Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan
Persetujuan Penyitaan.

5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain :

Laporan Kejadian.

Surat Perintah Penyidikan.

Surat Perintah Penyitaan.

Berita Acara Penyitaan;

Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang.

Paeo o
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6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI ...............

Tembusan :
Lo

2010, No.118

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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60. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN
NOMOK & o,

Pertimbangan . Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan
terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana
yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar oL

~own

o

Kepada oL

Untuk oL

Selesail.

Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan
Pasal 42 KUHAP;
Pasal ...... Undang-undang Nomor : .......... Tahun ...... tentang ............;
Laporan Kejadian NOMOr & ........ccocvovvneenenenieennn, tanggal......cccocovviiveninnn. ;
Surat Perintah Penyidikan NOmOr : .........ccccocovevvvviiinnne tanggal..........cccooee.
DIPERINTAHKAN
Nama )

Pangkat/Gol/Nip

Jabatan e ee e rreeaieean treeeireeeereeeareeeiteaaeenneaareaneeaeeanes
Nama :

PangkatlGOUNi p ... e,

Jabatan L et e e et et eeeeeee e —ar—ea—e e a—artea—eaeaneaaaaaes

Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :

D, oo (Dapat dibuat daftar lampiran).

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidang ...........
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........ Undang-Undang Nomor : ....... Tahun
...... BENTANG vttt

Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau
benda atau surat atau tulisan lain yang disita.

Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat
Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara
Pembungkusan.

Dikeluarkan di = & .evvvirieiiee e
Pada tanggal

Yang Menerima Perintah, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
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61. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

------------ Pada hariini ...... tanggal ..... (.....) bulan ....... tahun 2000 ......, Pukul : ....... Wib. Saya : ------
Pangkat ......... Nip. .........., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas
bersama-sama dengan :

1. Nama: ...coevevennn. , Pangkat/Gol/Nip. : ..........., Jabatan : ..........cccocoerervrrrrnen.

2. Nama: ...coevevennn. , Pangkat/Gol/Nip. : ..........., Jabatan : ..........cccccoervrerrrnnnn.

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :

1. Laporan Kejadian NOmOr : ........covevreninneneiceessse e tanggal ... vvviiiin

2. Surat Perintah Penyitaan NOMOX : ........cccovvviieninnn s tanggal ...

3. Surat Penetapan lzin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan ............... Nomor ......
tanggal ............... (Bila ada Permohonan ljin terlebih dahulu kpd Ketua PN).

OSSOSO

------------- L e e s (OEDAQAIMANA Daftar terlampir), -----------

Dari Pemilik barang/ yang menguasai/Tersangka/Saksi * :

Nama TSP PP
Tempat/Tgl.Lahir TSSO T T TP T PP PTPTPTPPPTRON
Jenis Kelamin PP TSR T PP TP ST PTPPPTPTPPTPPO
Kewarganegaraan TSSOSO T PSPPSRSO
Agama TSP PP
Pekerjaan TSP T T PP TP PT PP PPPTPPTTRPO
Alamat tinggal TSSO TO T PP TP PT PP PPPPRPPTTRPO

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama
Alamat
Jabatan

2. Nama
Alamat
Jabatan

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang ......... sebagaimana dimaksud dalam Pasal
.............. Undang-undang Nomor : ............ Tahun .......... TeNEANG ..o
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Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

---------- Barang bukti ........... (diserahkan / diambil dari pemilik / yang menguasai barang / ditemukan dari
tersangka / saksi pada saat tertangkap tangan / setelah dilakukan penggeledahan) *.----------------

----------- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (pemilik / yang menguasai barang dan

saksi / tersangka) sebagaimana tercantum dibawah inidi .............. pada hari dan tanggal tersebut di atas
tahun 2000 ...........
Yang Menyerahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pemiliklyang Menguasai Barang, Yang Melakukan Penyitaan
e N
Saksi-saksi:
1.
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62. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
i
PRO JUSTITIA
SURAT TANDA PENERIMAAN
NOMOT oo
----------- Yang bertanda tangan dibawah ini Nama ................. Pangkat / Gol / Nip. ..........., dalam jabatan sebagai
Penyidik Pegawai Negeri Sipil ................ pada kantor tersebut di atas, telah menerima penyerahan barang-barang atau
surat atau tulisan lain dari pemilik / yang menguasai :
Nama PP TP
Tempat/Tgl.Lahir PSS PP T OSSP PP PPPPR
Pekerjaan e e bbb R bbb eR e s e
Alamat TP O PP PO PTPTPTRPRTP

Dengan disaksikan oleh

1. Nama e e et et e E R e R e R e e e e nrn s
Pekerjaan SO PPRP
TeMPALtINGUAl &t s
2. Nama ST STOTTPP PPN
Pekerjaan SO PPRP
TeMPALEINGUAl & oot s
Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka .................. yang diduga
telah melakukan tindak pidana di bidang ............., sSebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Undang-undang Nomor :
...... TaNUN c.oooo TBNEANG 1.ttt bbb
Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :--------------
........................................ (Daftar Benda dapat dibuat lampiran, apabila kolom-kolom tidak cukup).

(Benda atau barang-barang atau surat lain dicatat menurut berat, jumlah, jenis ciri-ciri/sifat khas masing-masing).---

Pemilik / yang menguasai Jakarta, ..........coceeeee e,
Yang menerima,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Nama e
Pangkat/Gol/Nip. & .......ccoovvveriiiienen,
Jabatan TP UPR PPN
Tanda tangan

Tanda tangan Saksi :
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63. FORMAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jhiii i JAKarta, oo
Nomor P TR
Klasifikasi PR
Lampiran TP
Perihal : Permintaan bantuan
penyitaan. Kepada
Yth.  KEPALA KEPOLISIAN.....................
Di
1. Dasar :
a Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP.
b Pasal ........... Undang-undang Nomor : ................ tahun ............. tentang ...
c Laboran Kejadian NOMOT ©.........oooviiieieniiiieie e Tanggal .......ccvvvvviiinnn ;
d Surat Perintah Penyidikan Nomor :......... . <. tanggal.e
OSSOSO T PP RPTTPPP
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana
...... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-undang Nomor ...... Tahun ...... tentang ....... yang
terjadi di .......... pada tanggal ......... bulan ...... tahun ......... , dengan tersangka ........ , memerlukan penyitaan
terhadap barang / benda / surat / dokumen / tulisan dari sesorang yang menguasai atas nama :
Nama TSSO T TSP PP PP PTPPO
TeMPAUTGL LANIT & sttt
Jenis Kelamin SOOI
KEWAIGANEIAIAAN  ..uvuivvivesisiesetee st isses e ss et ss s bbb bbbt bt
Agama T PP TP
Pekerjaan OO R OO STPT P OP PP PP PTPPPPTRTPPPROON
Alamat Tinggal OO TS OT TP PP PP PTPTRTPPPTPTPTPPPOON
3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian .................. guna melakukan penyitaan
barang / benda / surat / dokumen / tulisan tersebut berupa :
- VP TSP PO PP R PPPR PP
D s

4, Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang meliputi :

Laporan Kejadian.

Surat Perintah Penyidikan.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
Laporan Kemajuan Penyidikan.

®ao o

3. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan: NIP..ooooiiesee e,
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64. FORMT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

JalaN s, Jakarta,......ccoovveveenennn,

No. Pol

KIASITIKAST  v.vveveeeieeeeeeese st

Lampiran :
Perihal

Tembusan :

: Pemberitahuan permintaan

bantuan penyitaan. Kepada
Yth. KEPALA INSTANSI .........
di
UD. v,

1. Rujukan surat Dirjen/Direktur/Kepala ................ (Dept/Inst) Nomor : ............, tanggal ........c.cccvvvennns ,
perihal permintaan bantuan penyitaan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari
surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa pelaksanaan penyidikan tindak
pidana ...... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-undang Nomor ...... Tahun ......
tentang ....... yang terjadi di ........ pada tanggal ......... bulan ...... tahun ........ , dengan tersangka ........ ,
perlu diberikan bantuan penyitaan terhadap barang / benda berupa ............... ( bisa dibuat dalam
lampiran ) dari sesorang yang menguasai atas nama :

Nama TSSOSO P PSP PTPTPTPTP
Tempat/Tgl. Lahir TSSOSO PSSP ST PP PSR
Jenis Kelamin OSSOSO
Kewarganegaraan OO OSSR
Agama TP TP PP TP
Pekerjaan TSP S PSSP ST T TP PP PP PP
Alamat Tinggal T TSP OO TT TP PO PT PP PP PTPPO
3. Bersama ini dilampirkan pula administrasi penyidikannya :
a. Surat Permintaan Izin / Izin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
b. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
c. Surat Perintah Penyitaan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN ........ccccvvinene
Selaku Penyidik



http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.118

140

65. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

NOMOK & oot

Pertimbangan Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan
tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi barang
bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa kekantor atau dibungkus,
maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130 ayat (2) KUHAP.
2. Undang-undang No. ..... Tahun ........ tentang ...

3. Laporan Kejadian NOMOT @ .........uviviiiiii i e s .
4.  Surat Perintah Penyitaan NOmMOr : .......ccccoovvvvvne,
5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan .............. Nomor ......... Tanggal ........
B ettt e e e e e e e e e
DIPERINTAHKAN
Kepada 1. Nama VTP PTOPPUPPPTPRTN
Pangkat/GolNID & ....veeeeie e
Jabatan PP
2. Nama TP
PangKat/GOlNIP & ...vveie it
Jabatan PP
Untuk 1. Melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap ........... yang diduga
ada kaitannya dengan tindak pidana .................. Sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ............. yangterjadipada .............cccevenn. o [T
2. Melakukan penyegelan dan atau pembungkusan terhadap ................ yang disita.
3. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajio membuat Berita
Acaranya.
Selesai
Dikeluarkan di = : .ovvvvvviiiieiec e,
Pada tanggal
Yang Menerima Perintah, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



http://www.djpp.depkumham.go.id

141 2010, No.118

66. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

PRO JUSTITIA :
BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI
------------ Pada hariini ...... tanggal ..... ( .....) bulan .......tahun 2000 ......, Pukul : ....... Wib. Saya : ------

Pangkat/Gol/Nip. .. .........., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama
dengan :

1. Nama: .....coevevnens , Pangkat/Gol/Nip. : ..........., Jabatan : .........cccoeveivvinnnenns
2. Nama: .....coevevnens , Pangkat/Gol/Nip. : ..........., Jabatan : .........cccoevevvivinnnenns

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :

1. Surat Perintah Penggeledahan NOMOr : ..........cceevviiiiiiiiiiicie e,
2. Surat Perintah Penyitaan NOMOr : .......cooooiiiiiiii e
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/ .........cccoooiivivenennnn, Jfanggal oo

- P TEPSPPTPPP

0P P OPOPRPTSTPPPPPN
Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana ..................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...........
yang terjadi pada tanggal .............ccccoeeenn. Qi

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama TSRO PP
Pekerjaan TP P P TP PPTPTRPTPP
Alamat e e e e e e e e e e er e e e e e e eeeeetee e e e e e ee e e ee e e e e e e sttt et b e s
2. Nama ettt e e e e e e e e e ettt pe s
Pekerjaan T TP TT PR PTRPTP
Alamat e e et e e e e e e e e e et e r o e e e et en et nnre e
Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai berikut : ------------=----------
------- Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkuan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal ...... bulan .................. tahun
2000 ............

Pemilik Barang / Tersangka Yang melakukan Penyegelan/ Pembungkusan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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67. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN
NOMOK & o,

Pertimbangan . bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda
yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP.
2. Undang-undang No. ........ Tahun .............. tentang ......ccoccvveiinnns
3. Laporan Kejadian Nomor : LP/..................... tanggal ......c.ooooviiiiien .
4. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan ....... Nomor : ....Tanggal ...............
5. Surat Perintah Penyitaan Nomor : ................... Tanggal .......ooevvivvnnnne
B ettt e bbb et e e
DIPERINTAHKAN
Kepada : 1. Nama VTP PTOPPUPPPTPRTN
PangKat/GolNID ...
Jabatan PP
2. Nama TP
PangKat/GolNID ...
Jabatan PP
Untuk : 1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggal ............
yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan.
2. Pelaksanaan penembalian benda kepada orang yang berhak.
3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acaranya.
Selesai
Dikeluarkan di
Pada tanggal
PENYIDIK PEGWAI NEGERI SIPIL
Tanda tangan

Yang Menerima Perintah
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68. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

PRO JUSTITIA :
BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
------------ Pada hariini...... tanggal ..... ( .....) bulan .......tahun 2000 ......, Pukul : ....... Wib. Saya : ------
Pangkat ......... Nip. ..o , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama
dengan
1. Nama: .....coevevevnens , Pangkat/Gol/Nip. : ..........., Jabatan : .........cccoeveivrinnnenns
2. Nama: .....ceevevnens , Pangkat/Gol/Nip. : ..........., Jabatan : .........cccoeveivivinnrenns
Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :
1. Surat Keterangan Penghentian Penyidikan NOMOr & ........ccccocevivvieiniiiennns
2. Putusan Praperadilan Nomor : .............cccccvveeee, tanggal ....coocoiiiiiiin,
B s
Telah mengembalikan benda sitaan / barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :
............................ ,tanggal........................... Yyaitu berupa:
--------- 1o (Sebagaimana Datftar terlampir).
Kepada
Nama TSR TPPRT
Tempat/Tgl. Lahir e e
Kewarganegaraan e e
Agama e
Pekerjaan e e
Alamat tempat tinggal e e

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama T
Alamat et et e e e e e e et e ra s
Jabatan ST
2. Nama e et e e e e e e e e e e e
Alamat et et e e e e e e et e ra s
Jabatan e et e e e e e e e e e et e e

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut :

------- Demikianlah Berita Acara Pengembalian Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah
jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ............ pada tanggal ......... bulan ............ tahun 2000 ...... ------
Yang menerima Yang mengembalikan,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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69. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABFOR

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Il Jakarta,
Nomor e
Klasifikasi e
Lampiran TP
Perihal : Permintaan  bantuan

pemeriksaan laboratorium. Kepada

Yth. KEPALA BADAN RESERSE

KRIMINAL POLRI
di

U.p. Kapus Labfor.

1. Dengan ini dinformasikan bahwa PPNS............... sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
..................... sebagaimana diatur dalam Pasal ................. Undang-undang Nomor . ............. Tahun ...........
tentang .............. atas nama tersangka ............... dengan barang bukti sebagai berikut :

- TSP UT TSRO
0TSPTSRO

yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan laboratorium guna menentukan ............ccccceeevrvvnnenn, (Uraikan
tujuan permohonan pemeriksaan Labfor).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :

a. Bukti pembanding antara lain :
1) ————
2) e ————————— (dapat dibuat lampiran).
b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
1) Laporan Kejadian;
2) Laporan kemajuan Penyidikan;
3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang
Bukti ;
4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu);
3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap khabar hasilnya.
Mengetahui, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPALA INSTANSI .......
.............. NIp. oo e nNIPL

Tembusan :
L
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70. FORMAT SURAT HASIL PEMERIKSAAN LABFOR

-~
a1

KEPOLISIAN ..o,
JalAN e Jakarta,.......ccoeeeeeiiiiiiiiiiins
No. Pol. e ——————
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran ST OYOVTPTPPPTOTRTPTPTPRPORN
Perihal : Hasil pemeriksaan
Laboratorium forensik. Kepada
Yth. KEPALA INSTANSI ........
di
U o
1. Rujukan :
a. Laporan Kejadian Nomor : LK/ ......cccovvvvvriviceenininnn, tanggal..........ccovvivieireninnn,
b. Surat ... Nomor: ... tanggal .............. perihal Permohonan bantuan
pemeriksaan ...............

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan hasil pemeriksaan,
dengan keterangan sebagai berikut :

4. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK

Tembusan :
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71.  FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jh Jakarta, ......ceeeeiiiiiiiiiiinnn
Nomor PP
Klasifikasi TR
Lampiran TP
Perihal : Permintaan bantuan
Pemeriksaan Identifikasi. Kepada
Yth. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
di

U.p. Kapus Identifikasi.

1. Dengan ini dinformasikan bahwa PPNS............... sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
..................... sebagaimana diatur dalam Pasal ................. Undang-undang Nomor . ............. Tahun ...........
tentang .............. atas nama tersangka ............... dengan barang bukti sebagai berikut :

a. Sidik jari laten atau Foto atau Tanda tangan .......
D e —————————

yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau .............
..................................... (uraikan tujuan permintaan pemeriksaan Ident).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
a. Bukti pembanding antara lain :
1)
2) e ————————— (dapat dibuat lampiran).
b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
1) Laporan Kejadian;
2) Laporan kemajuan Penyidikan;
3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang
Bukti ;
4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu);
D) bRt
3. Demikian atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap khabar hasilnya.
Mengetahui, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPALA INSTANSI ....
......... NIP. o, e NIPL
Tembusan
Lo
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72.  FORMAT SURAT HASIL PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

Jakarta,.......ooeveeeiiiiin,
Klasifikasi :RAHASIA
Lampiran ST P PRSPPI
Perihal : Hasil Pemeriksaan
Identifikasi. Kepada
Yth. KEPALA INSTANSI .............
di
UD. i,
1. Rujukan :
a.  Laporan Kejadian Nomor : LK .......ccoocovvininnninnniens Jtanggal.......oooeeveeeee,
b. Surat...... Nomor : ........... tanggal......... perihal Permintaan

bantuan pemeriksaan identifikasi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan hasil pemeriksaan,
dengan keterangan sebagai berikut :

B ettt bR R R R R R Rt bt ;
0T OO OO PP PP OTRTPRTOTOTPROTTON ;
3. Terlampir kami kirimkan kembali asli barang bukti berupa :
- TSSOSOV OSSOV ;
0PSSOV ORORO ;

4.  Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KEPALA PUSAT IDENTIFIKASI

TeMDUSAN & it tiieeeireeiiereeiieeeireiieees
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73. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP
DEEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
NOMOK i SPPP/ ...t
Pertimbangan Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan
pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur
pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau
penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
2. Pasal ... Undang-undang Nomor : ......... Tahun ............ tentang ...........ocevveee. ;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : .......... tanggal .........oeen. ;
4, Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang ............ atas nama tersangka
......... , sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor : ..........
Tahun .....ooovvivene TENTANG o :
5. Hasil Gelar Perkara tanggal ..........ccoocvinireninnnnr e e
DIPERINTAHKAN
Kepada 1. Nama e e e e
PaNGKaUGOINIDP & ..ottt e e e e
Jabatan e —————————— (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
2. Nama U PRT PP
PaNGKaUGOINID & ... vt e e e
Jabatan e —————————— (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
Untuk 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :
Nama PP PP PR PRPTTPRTPPRPRTN
Tempat/Tgl.Lahir SO O PSSP PP PTPTOTPTPPPPPTRTRPPON
Jenis Kelamin TSSOSO
Agama T TSR TSP P TP
Kewarganegaraan bbb
Pekerjaan OO PP PE TSP PE PP PPUPTPTOTRP
Alamat tinggal TSP P PP P PR PTOTRPRP
Dalam perkara tindak pidana di bidang ....... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....
Undang-undang Nomor : ............ Tahun ........... tentang ........

Terhitung mulai tanggal & ...ooooiriir i —————
karena ............ (tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang
dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).*

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan ................ dan
Kepala Kepolisian ............ serta pihak-pihak yang terkai

3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan
kepada yang berhak.
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4.  Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesal.
Dikeluarkan di e
Pada tanggal
Yang menerima Perintah, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
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74.  FORMAT SURAT KETETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP
DEEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
SURAT KETETAPAN
NOMOI i
Tentang
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
Pertimbangan . Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti
ternyata bahwa peristwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang
................................. yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi
hokum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.
Mengingat . 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3)
KUHAP.
2. Pasal ... Undang-Undang Nomor ........ tahun ............... tentang ..................
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ............ tanggal ............
e
Memperhatikan 1. Resume hasil penyidikan tanggal ............ccccorviiiier i
2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal ...
3. Surat Perintah Penghentian Penyldlkan Nomor ................ Tanggal ............
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : 1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka :
Nama P T OO TP POST
Tempat/TgLLANIE & oo e
Jenis Kelamin TR STRSS
KEWArgan@garaan : ..............eereuesmemssmemsssressseesssssesssssessseesssses s
Agama ettt ettt
Pekerjaan e e
Alamat tinggal e e
Dalam perkara tindak pidana di bidang........ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal....... Undang-undang Nomor ......... Tahun........... tentang ...,
2. Memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kepolisian .....................
dan Kepala Kejaksaan ... serta pihak-pihak yang terkait.

3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan
dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada

pihak yang berhak.
4.  Surat Ketetapan ini berlaku Terhitung sejak tanggal ditetapkan :
KArENA ...vvvcie e (sebutkan alasan penghentian).
Dikeluarkan di & ....ooviiiii e,
pada tanggal

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
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75. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl i, JaKarta, ....ooeeiviiii e

NOMOI e

Klasifikasi . BIASA

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Pemberitahuan penghentian

penyidikan.
Kepada
Yth. 1. KEPALA KEJAKSAAN ....ccccovrvririniens
2. KEPALA KEPOLISIAN ......cccoevvvrrinens
di
1. Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

b. Pasal ........ Undang-Undang Nomor : ..............tahun ......... tentang ................ ;

C. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : ................... tanggal ............... ;

d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : .................. tanggal .............

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal .......................
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ..............cccceen. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal
............. Undang-Undang Nomor : ........... Tahun ............ tentang ................ccsuenue..... telah dihentikan
penyidikannya oleh karena ........................ (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak
pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).

3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :

a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
C. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (bila dilakukan Penahanan).
d. Berita Acara Pengeluaran Tahanan.
4, Demikian untuk menjadi maklum.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan: NP e
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76.  FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
i Jakarta .......ccoeveevereneieiinnnnn,
Nomor e ———————————
Klasifikasi e
Lampiran STV PTOTOTRTPPRPPPON
Perihal . Pengiriman berkas perkara
a.n. tersangka.................. Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN...............
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN...............
di
1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor. : ............. tanggal ............ dalam rangkap 3 (tiga) atas hama
tersangka :
Nama OSSPSR
TempPat/ TOL LANIE 1 e bbb bbb e e
Jenis Kelamin TSP UT RSSO
Agama OSSR
KEWAIGANEGAIAAN w.uvvveeessresseesseeeseee s s ssssse st e st
Pekerjaan TSSOSO PRSP
Alamat tinggal TSSOSO PRSP
dalam perkara tindak pidana di bidang ................., sebagaimana dimaksud dalam Pasal........ Undang-undang
Nomor : ............. Tahun............. FBNEANG ..ecvee et s
2. Tersangka tersebut di atas ditahan / tidak ditahan ..o
3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di.............ccccccevivienne.

4, Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGEI SIPIL

Tembusan: ]
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77.  FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KEPOLISIAN .....ccoooivviiinininiiinnns
JalaN....cie Jakarta, .....coovvvvviie e,
NO. POl i
Klasifikasi @ .......ccocovvvveieeiiriiiiinen,
Lampiran @ ...
Perihal  : Pengiriman berkas perkara
a.n.tersangka................. Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN ......ccccovuene.
di
1. Rujukan Surat .......c.cccovurvveen. NOMOT & .o tanggal ........... perihal Pengiriman Berkas Perkara
AAS NAMA TEISANGKE ...v.cvuverve sttt bbbt bt
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami teruskan pengiriman
Berkas Perkara yang ditangani oleh PPNS ..., NOMOr & o tanggal
................. dalam rangkap 2 (dua) atas nama tersangka :
Nama TSSOSO TSP PSP PP PP
Tempat/ Tgl. Lahir TSSO PSR PTEP PP PP PSP PT PRI
Jenis Kelamin OSSOSO
Agama TP TP PP TP
Kewarganegaraan OO STPTPTRTOTRRRTTOON
Pekerjaan TP TP PSSP ST P PP PSP PTPTPRO
Alamat tinggal TP ST TP PP PP PTPT PP
dalam perkara tindak pidana di bidang .......... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ......... Undang-
undang Nomor ................. Tahun ............. TENTANG v s
3. Terhadap Tersangka dilakukan/tidak dilakukan penahanan di RUtaN ...........ccccoveviecinnieninennnn.
4. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar Barang Bukti disimpan dan dititipkan di kantor .........
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

Tembusan :

KEPALA KEPOLISIAN ....ccccovveniririninnn.
Selaku Penyidik
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78.  FORMAT SURAT TANDA TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
TANDA - TERIMA
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA
-------- Pada hariini ...... tanggal ............ 2000 ........., Pukul :............ Wib,- telah dilakukan serah terima : ----------
Berkas Perkara Nomor & ........ccceeeee. , tanggal ............ dengan Surat Pengantar dari Dir. / Ka ........ Nomor :..........
tanggal ........... , perihal Pengiriman Berkas Perkara dalam 3 (tiga) rangkap, atas nama Tersangka : --------------=--------
Nama PP P PR P PP PR TPPPRPP
TemPat/TQL LaNir & oo et e et e et et e s n e
Jenis Kelamin PO U PP PRUPPRPPPRPPP
Agama OSSOSO
KEWATJANEJATAAN © ..viiiitiveieeieeeiseieesisaseeeesessesisesssessesesssse s es sre e aes assteeaesansee e s et sae eeaenannnenaenans
Pekerjaan
Alamat PP PP P PP PPP P PPPP
Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang ........... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Undang-undang Nomor :
............ TANUN <.t TEIEANG Lottt bbbt
---------- Serah terima dilakukan di kantor ................cccccceevevveneennnn.. pada hari dan tanggal tersebut di atas.-------------
Yang menyerahkan, Yang menerima :
Nama T
................................... Pangkat/Nrp TP TRT PR
............. NI Jabatan TTPTRTPOTRUTRPPUPPROTIS
TandaTangan ....cccceeveviiivieniiinnnnn,
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79.  FORMAT SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI DARI PPNS
KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

i NE: LG 17 F

Nomor s

Klasifikasi e ——————

Lampiran STV PTOTOTRTPPRPPPON

Perihal . Pengiriman Tersangka dan

dan Barang Bukti. Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN...............
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN...............
di
1. Rujukan:
a. Pasal 8 ayat (3), Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHAP.
b. Surat Kepala Kejaksaan ......... Nomor : ...... tanggal ............. perihal Hasil penyidikan sudah lengkap
(P-21).

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan ..... (T ) orang tersangka atas nama :
Nama TSP T TSP PSP TP PP
TEMPAL/ TGl LANIE o bbbt s
Jenis Kelamin SOOI
KEWAIGANEBUAIAAN  : .evevcveeereiiseiisesesssseses e ses et sttt st s s e s b b1 b s e st ee e s bbb ettt ettt s s e
Agama T T TSP
Pekerjaan TP OO TSSOSO TT TSP TP ST PT PP PP P ORI
Alamat tinggal TSSOSO TT TP TS SO PT PP TP PTPTPPO
dalam perkara tindak pidana di bidang ................ sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Undang-undang
Nomor ..... Tahun .............. BBIMEANG oo e

3. Tersangka dilakukan / tidak dilakukan penahanan di Rutan ...........ccc.coovevvrnnnns , beserta Barang Bukti berupa :

Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti.

4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan

petikan Surat Keputusannya.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan: ]

3
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80. FORMAT SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI DARI POLRI

>
LaTiie)
KEPOLISIAN ..o
Jalan .o, Jakarta,.......coeeeeeiii i,
No. Pol. e
Klasifikasi @ .vveoevicesrrree s
Lampiran & o
Perihal . Pengiriman tersangka
dan barang bukti. Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN ..........ccv v
di
1. Rujukan:
a. Pasal 8 ayat (3), Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHAP.
b. Surat Kepala Kejaksaan ......... Nomor : ...... tanggal ............ perihal Hasil penyidikan
sudah lengkap (P-21).
c. Surat...... Nomor : ...... tanggal ........ perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan ..... (T ) orang
tersangka :
Nama TSSOSO TSP PSP PP PP
Tempat /gl LANIE o
Jenis Kelamin OSSOSO
KEWAIJANBJAIAAN ooeveeciireeieesesiseesee s ets bbbttt bbbt
Agama TR
Pekerjaan TP ST PSSP ST STPT P PP PP PPOTPTPTRTON
Alamat tinggal TSP TT PSSO ST TSP PP PTPPPTPTPRO
dalam perkara tindak pidana di bidan ................, sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....
Undang-undang Nomor ..... Tahun ............... TENTANG v
3. Tersangka dilakukan/tidak dilakukan penahanan di RUtan ..., ,
beserta Barang Bukti berupa :
Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti.
4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami
dapat dikirimkan petikan Surat Keputusannya.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.
KEPALA KEPOLISIAN ....ccccovvvriririnienn.
Selaku Penyidik
Tembusan @
...................... NP
Lo
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80. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

------- Pada hari ini ........ tanggal ......... ( ........) bulan ........... tahun 2000 ...... (sembilan atau ......) pukul ............Wib
Saya : ----------
Pangkat ................. NP, o , Jabatan selaku Penyidik / Penyidik Pembantu dari kantor tersebut di atas,
berdasarkan :
1. Surat Kepala Kejaksaan ............... NOMOX : .o , tanggal. ..o , Perihal Pemberitahuan
hasil penyidikan perkara pidana An. Tersangka ............ , sudah lengkap (P-21)..----
2. SUPat oo NOMOT : v ,tanggal ..o, , perihal Pengiriman Tersangka dan
Barang Bukti .
3. Surat Kepala Kepolisian .............. No. Pol. & .. , tanggal ......ccoovee. , perihal Pengiriman

Tersangka dan Barang Bukti.

Telah menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik Tersangka atas nama :

Nama ettt E R R eE e R R e R R e R £ eE R £ R e e Ee e R £ EeE £ A ReeE R £ eEeE £ Ee e R e eR e e R et e R et eE e Rt eRe e er e Eans

Tempat/ Tgl. Lahir T SO S PO T PSSP PSP PP PSP PP

Jenis Kelamin OSSPSR

Kewarganegaraan OO PSSO RRPTN

Agama ST TPV

Pekerjaan TSSOSO ST ST STPP TS PR PTRTSPTRTRPRO

Alamat tinggal T OO O TP TT ST PP P PP PT TSP PTPRTPO

Berikut barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti dan dalam Berkas Perkara Nomor :
....................... tanggal ......coovvvievniercen
Kepada Kejaksaan ............covviennencnesneniienns yang diterima oleh :

Nama PP

Pekerjaan TSSO P TP P PP TP TR PPPR Y

Pangkat / Jabatan e R R R R R4 e e R et et e e e

Serah terima dilakukan di Kantor ............cccocvvrvevennnsseeciess s disaksikan :

1. Nama et e e e e e et et n e e e e na e e ee e e e er e
Pekerjaan TP TP O PP TR PTRTRTR
PaNGKatJADAAN & ..o ——————

2. Nama TP P PPV PTPPTRPTY
Pekerjaan ST POTRTPTTPPPTOTRT

PanGKatJADAAN & ...t ——————-
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----------- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di ...........cccceceevirerinennns pada tanggal dan bulan tersebut di atas
tahun 2000..................
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
............ NP ceernnmrereea NP

Saksi-saksi :
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FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl i, Jakarta,........coeeviiiviiiieniins

Klasifikasi e

Lampiran e

. Pelimpahan penyidikan
a.n. tersangka ................ Kepada:
Yth. KEPALA KEPOLISIAN ........ccovvviviins
di

Dasar :
a. Laporan Kejadian NOMOT : ..o tanggal ........oceveerrinnn,
b. Hasil Gelar Perkara tentang ............cocovvvennneinnnssnennnnnns padatanggal .....................
Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapat fakta bahwa Tersangka atas
NAMA v telah melakukan tindak pidana di bidang ............c.c....... sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ..........cc.cccoe.... Undang-undang Nomor : .............. Tahun .......... tentang ................ , dan
juga Pasal ..........c....... Undang-undang Nomor : ............. Tahun .............. tentang ............. ( Undang-Undang
lain diluar kewenangan PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa PPNS atau ........ )-
Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan
tanggung jawab ..... (........ ) orang tersangka atas nama :
Nama TP
Tempat/ Tgl. Lahir ST TS TP PSP PP PP P PTPPSPTPTPPRTO
Jenis Kelamin ST ST TP SRS PSP PP PPSTPTOTPPPTO
Kewarganegaraan OO OO PP RTPTTORPRO
Agama R R e s
Pekerjaan TSP ST T PP PO PT TP PT P PPSPTRTPPRTO
Alamat tinggal TSP T SO ST TP PSP PO PP PT P PPSTPTRTPPRTO
Tersangka dilakukan / tidak dilakukan penahanan di Rutan ............... beserta Barang Bukti berupa :

Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi Penyidikannya :

Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan : e V[T P
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82. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN
------- Pada hariini ... tanggal ..... ( ........) bulan ..........tahun 2000 ......,jam: ....... Wib. Saya : --------=--------
Pangkat/Gol/Nip. ................ , Jabatan ......... dari kantor tersebut di atas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan :
1. Surat ..o Nomor @ ........ tanggal ......... perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan
atas NAMA TEISANGKA ........cvvverieiirieeesee st
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal ..........ccccccovereniinnnn. tentang penanganan Penyidikan dalam perkara
tindak pidana ..........ccooeennee. atas Nama tersangka .........covovveeeeiernerenenes s

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka

............................ dalam perkara tindak pidana di bidang .................................... Sebagaimana diatur dalam
Pasal ............ccne Undang-undang ...............c.......... Kepada:
Nama PP
PANGKAL /NI, e e e e e
Jabatan TP R P TPR TR TPPOTTPRR

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa :

1. Laporan Kejadian.
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
3. Hasil Pemeriksaan.
4, Barang-barang bukti yang disita antara lain: .............
D e (terlampir).
Serah terima ini dilakukan di kantor Kepolisian ................cccc.e..e. Jalan ..o dengan cara kedua

belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan
oleh kedua orang saksi masing-masing :

1. AV 11 R TSP PPP TP PR
PANGKAL & ..ot e b e

AIBMAL o (dari Instansi PPNS).

Pangkat ........................................................................................................................

AIBMAL o (dari Kepolisian).
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----------- Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatanganidi ........... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000 ..............
Yang Menerima Yang Menyerahkan
Penyidik PPNS
Saksi-saksi :
............................................................ L
........... NIPeieiecs e ceverenene NP
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83. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jakarta, ...,
Nomor P TR
Klasifikasi PR
Lampiran TP
Perihal : Permintaan bantuan back up
Penyelidikan. Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN .......ccccoeee.
di
UD. o,
1 Dasar
a Laporan Kejadian Nomor : ................. tanggal.............ccceveenne ;
b. Surat Perintah Tugas Nomor : ...................tanggal ....................... ;
C. Surat Perintah Penyidikan Nomor : .............tanggal .........ccccoeovvinnnee
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS ....... (Departemen / Instansi) akan
melakukan penyelidikan terhadap Tersangka / Saksi atas nama :
Nama TR ST
TempPatTgl. LANIT: .o s
Jenis kelamin OSSOSO
Kewarganegaraan ST U PR SR
Agama s
Pekerjaan OO PP PE TSP PE PP PPUPTPTOTRP
Alamat Tinggal TS TP PP PP P PP P PTTPPTPTRTRPP
diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang ......
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... Undang-undang Nomor : ... Tahun ..... tentang ..................
3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan bantuan penyelidikan
dalam pengungkapan kasus yang ditangani.
4, Demikian untuk menjadi maklum.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan :
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84. FORMAT DAFTAR SAKSI

“PRO JUSTITIA”
DAFTAR SAKSI
Nomor : BP/ [...1200.../ ............
No. NAMA ALAMAT PEKERJAAN AGAMA KET
1.
2.
3.
Jakarta, ......oovvvviii
Mengetahui : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
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85. FORMAT DAFTAR TERSANGKA
“PRO JUSTITIA”
DAFTAR TERSANGKA
Nomor : BP/ [....1200... ...
No. NAMA ALAMAT PEKERJAAN AGAMA KET
1.
2.
3.
Jakarta, ......oovvvviii
Mengetahui : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
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86. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

“PRO JUSTITIA”
DAFTAR BARANG BUKTI
Nomor : BP/ [....1200.../ ............
No. NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1.
2.
3.
Jakarta, ......oovvvviiii
Mengetahui : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
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87. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

“PRO JUSTITIA”
DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
Nomor : BP/ [...1200.../ ............
No. MACAM SURAT BANYAK LEMBAR KETERANGAN
1.
2.
3.
4,
5.
Jakarta, ......oovvvviii
Mengetahui : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
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C. BUKUREGISTER
1. FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

LAPORAN PELAPOR
NO. KEJADIAN URAIAN SINGKAT PASAL YG TERSANGKA KETERANGAN
KEJADIAN DILANGGAR
NO. TANGGAL NAMA LK/PR UMUR ALAMAT
LK
1 2a 2b 3a 3b 3c 3d 4 5 6 7

2. FORMAT REGISTER KEJAHATAN/PELANGGARAN (B-2)

MELANGGAR PASAL

BERKAS PERKARA NOMOR PUTUSAN HAKIM UNDANG-UNDANG
TGL & NO TGL & NO DAFTAR/ HUKUMAN MASUK KET
TGL NO. DIKRM KPD DIKRM KPD BARANG NO. BADAN HUKUMAN DILEPAS DAFTAR
KESATUA KESATUAN BUKTI TGL PUTUSAN APA DENDA DARI KEJAHATAN BEBAS RESIDIVIS
KEPOLISIAN KEJAKSAAN (VONIS) BERAIYDA Rp. SEGALA
LAMA TUNTUTAN/
BEBAS
9a 9b 9c 9d 10 1la 11b 11c 11d 1le 12a 12b 13 14

3. FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)

NO URAIAN SINGKAT TINDAK NOMOR LAPORAN KEJADIAN DASAR

URUT | TGL PIDANA PENYIDIKAN KETERANGAN
DAN PASAL PIDANA YG SPDP SPPP IDENTITAS PENASEHAT

DIPERSANGKAKAN TSK HUKUM
1 2 3 4a 4b 4c 4d 5 5
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168

4. FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)
NO. DASAR PANGGILAN/ TGL DAN JAM NAMA, ALAMAT & SEBAGAI SAKSI
URUT TANGGAL PERINTAH MENGHADAP PEKERJAAN ORANG | TERSANGKA PPNS KETERANGAN
MEMBAWA YG DIPANGGIL
1 2 3 4 5 6 7 8
5. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENANGKAPAN (B-5)
NO. PETUGAS YG NAMA, TEMPAT/TGL LAHIR, DASAR YANG
URUT TANGGAL MELAKSANAKAN ALAMAT & PENANGKAPAN MEMERINTAHKAN KETERANGAN
PEKERJAAN, ORANG YG
DITANGKAP
1 2 3 4 5 6 7
6. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-6)
DASAR
NO. NO & TANGGAL NAMA & TEMPAT/ PENGGELEDAHAN
URUT TANGGAL PETUGAS YG ALAMAT YG NO. SRT KETERANGAN
SRT PERMINTAAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN DIGELEDAH NO. LK PENETAPAN IZIN
1ZIN PENGGELEDAHAN PENGGELEDAHAN
PENGGELEDAHAN
1 2 3a 3b 4 5 6a 6b 7
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1. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-7)
DASAR
NO. NO & TANGGAL NAMA & TEMPAT/ PENYITAAN
URUT TANGGAL [ SRT PERMINTAAN SURAT SURAT PETUGAS YG ALAMAT PENYITAAN NO. SRT KETERANGAN
1ZIN/ 1ZIN KHUSUS PERINTAH TANDA MELAKSANAKAN NO. LK PENETAPAN IZIN
PENYITAAN PENYITAAN | PENERIMAAN PENYITAAN
1 2 3a 3b 3c 4 5 6a 6b 7

8. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS (B-8)

NO NOMOR & TANGGAL
— | SRTPERINTAH | SRT PERINTAH NAMA, PANGKAT, & NRP KEPERLUAN LAMA BERTUGAS

URUT | “PENYIDIKAN TUGAS KETERANGAN

1 2 20 3 4 5 6

9. FORMAT REGISTER PENAHANAN (B-9)
UMUR PERPANJANGAN PENAHANAN
NO. SRT NO. SRT NO. SRT
U'\é%T NAMA LK | PR PEEKQ?LA & ALAMAT NO. LK PFE)EFXMQX'N PERMINTAAN PERINTAH
YG DILANGGAR PERPANJANGAN | PERPANJANGAN
PENAHANAN PENAHANAN
1 2 3 | 30 4 5 6 7 8a 8b
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10. FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-10)

170

NAMA, TGL.LAHIR/UMUR,

NO. TBAISIRGKGAAéL NO. & TGL URAIAN SINGKAT PERISTIWA PEKERJAAN, ALAMAT
URUT PERKARA LAPORAN DAN PASAL YG DILANGGAR PPNS
KEJADIAN KORBAN / TERSANGKA
SAKSI
1 2 3 4 5 7
11. FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA (B-11)
NO. PENI;?;k/IAAN NO. & TGL BP URAIAN SINGKAT PENI\(IDEF%II\-I/—&;N TGL. NAMA KET
URUT BERKAS NO. & TGL SRT PERISTIWA TERSANGKA PPNS BP DR PENYIDIK TERANG & T.
PERKARA PENYITAAN DAN PASAL YG POLR TANGAN DINAS
DARI PPNS DILANGGAR KE KEJAKSAAN INSTANSI YG
BERWENANG
1 2 3 4 5 6 7 8 9



http://www.djpp.depkumham.go.id

171 2010, No.118

12.  FORMAT REGISTER EKSPEDISI BERKAS PERKARA, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

(B-12)
NO. NO. & TGL TGL. NAMA TERANG
URUT BERKAS PERKARA TERSANGKA BARANG BUKTI TANDA TANGAN DAN CAP KETERANGAN
DINAS INSTANSI YG
MENENRIMA

13.  FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-13)

PENERIMAAN PEITIPAN/PENYIMPANAN PENGIRIMAN
JENIS& No'siTTGL DSR YG
NO. JLH NAMA NAMA YG KEPADA YG OLEH
TANDA TGL PENITIPAN/ MENITIP KET
URUT BARANG PENERIMA | TERSANGKA | PEMILIK MENERIMA | o vl ANAN AN SIAPA MENITIPKAN | TGL | SIAPA
BUKTI N
1 2a 2h 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 5

14. FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-14)

DISERAHKAN KEMBALI

MACAM & PETUGAS TEMPAT KPD SIAPA KET
NO. NO. & TGL TGL/JAM | TEMPAT DISERAHKAN JLH YG MENERIIMA PEMYIMPNAN BERASARKAN TGL
URUT LK DITEMUKAN BARANG KE SIAPA BARANG BERITA ACARA
TEMUAN PENYERAHAN KEMBALI

BARANG BUKTI

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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15.  FORMAT REGISTER PENCARIAN ORANG DAN BARANG (B-15)
CIRI IDENTITAS
\o. PELAPOR URAIAN PASAL YG eV 5
URUT NO. & TGL LK SINGKAT KEJADIAN DILANGGAR DTC A\F(QI Y%AglAC'\LRl KETERANGAN
1 2 3 2 5 6 7
16. FORMAT REGISTER PERMINTAAN VISUM ET REVERTUM (B-16)
PERMINTAAN PEMERIKSAAN
NO. NO. & TGL SURAT IDENTITAS URAIAN SINGKAT LUKA KORBAN MAYAT | KET
URUT PERMINTAAN KORBAN KEJADIAN PERKOSAAN/
ZINAH
1 2 3 2 5 6 7 8
17. FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-17)
PERMINTAAN
NO. NO. & TGL SURAT IDENTITAS URAIAN SINGKAT
URUT PERMINTAAN TERSANGKA / SAKSII KEJADIAN NO. TGL. SURAT KET

2

3

4

5a

5b
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FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-18)

NO.
URUT

NO. & TGL
SRT PEMBERITAHUAN

IDENTITAS
KORBAN

NO. & TANGGAL

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

KETERANGAN

2

3

4

5

7

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, MM

Paraf:
1. Kadivbinkum Polri/P.J. Pokja

JENDERAL POLISI

2. Kabareskrim Polri

3. Kasetum Polri

4. Wakapolri
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